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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 
dapat dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangka
n 
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
 x 
 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء   an  t rl tak  i awal kata m n ikuti vokaln a tanpa  i  ri 
tan a apa pun   ika ia t rl tak  i t n a  atau  i ak ir  maka  itulis   n an 
tan a        
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
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Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
َ ا fatḥah A A 
َ ا Kasrah I I 
َ ا ḍammah U U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
 َي fatḥa   an    
 
 Ai a dan i 
 َو fatḥah dan 
wau 
Au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
 
Harakat 
dan 
Huruf 
Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
 xii 
 
 َي… / َ ا 
…. 
Fatḥa   an ali  atau 
     
Ā a dan garis di 
atas 
ي Kasra   an    Ī i dan garis di 
atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
 
Contoh: 
 
ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 
ت ىمي :  amūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ mar ūṭah ada dua yaitu: tā’ mar ūṭah yang 
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya 
adalah (t). sedangkantā’ mar ūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, 
transliterasinya adalah (h). 
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ mar ūṭah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, 
maka tā’ mar ūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭ  l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-ma īna  al-  ḍilah 
 xiii 
 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭ  l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
S a  a  atau tas  ī   an   alam sist m tulisan Ara   ilam an kan 
  n an s  ua  tan a tas  ī    ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan 
perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
Contoh: 
اىبر : ra  an  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „ uwwun 
Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf 
kasrah ( ـــــؠ    maka ia  itranslit rasi s p rti  uru  ma  a  m nja i ī  
Contoh: 
يهع : „Ali   ukan „Ali   atau „Al   
يبرع : „Ara ī   ukan „Ara i   atau „Araby) 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  
لا  ali  lam ma‟ari a    Dalam p  oman translit rasi ini  kata san an  
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah 
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung 
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya 
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ). 
Contoh : 
 xiv 
 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al-  il  u 
7. Hamzah. 
Aturan translit rasi  uru   amza  m nja i apostro    „    an a   rlaku 
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah 
terletah di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia 
berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : s ai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah 
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau 
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa 
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim 
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara 
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur‟an   ari al-Qur‟ n   Al am ulilla   
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu 
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓil l al-Qur‟ n 
 xv 
 
Al-Sunnah qabl al-ta wīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Alla ”  an   i a ului partik l s p rti  uru  jarr dan huruf 
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍ  ilai    rasa nominal    itranslit rasi 
tanpa huruf hamzah. 
Contoh: 
الله هيد     īnull    الله اب   ill   
Adapun tā’ mar ūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jal la    itranslit rasi   n an  uru   t  conto :  
 مهههنا ةمحر يف   um  ī raḥmatill   
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), 
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang 
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal 
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila 
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf 
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata 
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang 
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku 
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, 
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, 
CDK, dan DR). contoh: 
Wa m  Muḥamma un ill  rasūl 
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Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī  i  akkata mu  rakan 
Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila  i  al-Qur‟ n 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
A ū Naṣr al-Far  ī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan 
A ū   apak  ari  s  a ai nama k  ua t rak irn a  maka k  ua nama t rak ir 
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar 
referensi. Contoh:  
A ū al-Walī  Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, 
A ū al-Walī  Muḥamma    ukan: Rus    A ū al-Walī  Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mi  A ū Zaī    itulis m nja i: A ū Zaī   Naṣr Ḥ mi    ukan: 
Zaī   Naṣr Ḥ mi  A ū . 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ na ū wa ta‟ l  
saw.  : ṣallall  u „alai i wa sallam 
M  : Masehi 
QS…/…: 4 : QS al-Baqara /2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
HR  : Hadis Riwayat 
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ABSTRAK 
 
MUH. RACHDIAN RAKAZIWI, 10 500 111 069, Tinjauan Hukum Kewenangan 
Lembaga Ombudsman Republik Indonesia (ORI) sebagai Pengawas 
Penyelenggara Pelayanan Publik di Propinsi Sulawesi Selatan. (Dibimbing oleh 
Ahkam Jayadi, S.H, M.H. selaku pembimbing I dan Drs.H. M. Gazali Suyuti, 
M.H.I. selaku pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan pengawasan 
penyelenggara pelayanan publik oleh Ombdusman Republik Indonesia 
Perwakilan Sulawesi Selatan. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
teoritis dan case study. Tehnik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan 
(literature research) dan penelitian lapangan (field research). Data dilengkapi 
dengan data primer dari analisis kepustakaan dan normatif, dan data sekunder dari 
data yang diperoleh di lokasi penelitian ,berupa : hasil wawancara dan data 
Laporan Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Ombudsman Republik 
Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan tidak efektif dalam melakukan 
pengawasan pelayanan publik  hanyalah pada batas rekomendasi belaka, sesuai 
bunyi pasal 35 huruf b,meskipun secara hierarkis eksistensi ombudsman telah 
dijamin oleh Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008,namun jika ditelaah secara 
kritis sebenarnya Undang- Undang tersebut saling serang antara pasal satu dengan 
pasal yang lain,sehingga Undang - Undang terkesan tidak akomodatif dan 
responsif, sebagai contohnya yakni pasal 2 dan pasal 38 ayat 4. Dan alur 
penegakan hukumnya alur dengan capaian yang mengambang( abstrak) dan sulit 
untuk mencapai kepastian dan kemanfaatan hukum serta mengelabui prinsip good 
governance. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Pemikiran  terciptanya  suatu  iklim  pemerintahan  yang  memegang  
teguh good  governance  di  Indonesia merupakan cita-cita ideal  masyarakat 
Indonesia secara global.  Rakyat  selama  ini  merasa selalu dinomor-duakan dan  
hanya sebagai pelengkap penderita dalam kehidupan bermasyarakat maupun 
bernegara. Namun seiring era reformasi, yaitu dengan ditandai runtuhnya rezim 
pemerintahan presiden Soeharto, masyarakat mengalami transisi dan 
pendewasaan dalam  tatanan berbangsa dan berregara secara umum. Meskipun 
tingkat pemahamannya masih relatif sangat parsial  tetapi  setidaknya keadaan - 
keadaan semacam ini merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam 
sebuah proses pembelajaran.  
Sejalan dengan semangat reformasi yang  bertujuan  menata  kembali   
peri-kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah  telah melakukan 
perubahan-perubahan mendasar dalam  sistem ketatanegraan dan sistem 
pemerintahan Republik Indonesia. Perubahan dilakukan antara lain dengan 
membentuk lembaga-lembaga Negara dan lembaga-lembaga pemerintahan baru.
1
 
                                                             
1 Lembaga-lembaga Negara yang baru sesuai dengan perubahan UUD 1945 adalah DPD,     
KPU, KY, MK. Selain itu terdapat lembaga yang disejajarkan dengan lembaga Negara  yakni, 
Komnas HAM. Lembaga-lembaga pemerintahan yang baru antara lain KPKPN. 
2 
 
Salah  satu  diantaranya adalah  Komisi Ombudsman atau yang lazim disebut 
ombudsman nasional.
2
 
Melalui Keppres No. 44 tahun 2000, komisi ombudsman nasional hadir 
sebagai manifestasi konkret bahwa rakyat juga berhak mendapatkan perlakuan 
secara prioritas dalam hal pelayanan publik . Tugas pokoknya adalah melakukan 
pengawasan  terhadap  proses  pelayanan  umum  oleh penyelenggara  negara. 
Salah satu tujuannya adalah mendorong penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan yang efektif, efisien, jujur, terbuka, dan  bersih, serta bebas dari 
korupsi, kolusi, dan nepotisme.
3
 
Untuk mempertegas eksistensinya maka dikeluarkanlah UU No. 37 Tahun  
2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Dengan demikian, maka 
keberadaan ombudsman nasional tersebut dalam  sistem  pemerintahan  Negara 
RI adalah  sebagai  lembaga  pengawas untuk mencegah  terjadinya  praktik  
maladministrasi, Keberadaan lembaga pengawas seperti Ombudsman RI sangat 
penting, hal tersebut merujuk kepada perintah al-Qur‟an yang secara implisit 
mengamanatkan adanya lembaga pengawasan, yaitu firman Allah SWT dalam 
surat Ali-Imran ayat 104 yang berbunyi : 
4
 
 
 
Artinya : 
                                                             
2 Galang Asmara, Ombudsmen Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005. Hlm. 1-2. 
3 UU No. 37 tahun 2008  lebih rinci menyebutkan tujuan dibentuknya Ombudsman 
adalah sebagai berikut : a. mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 
efisien,jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. 
4 Departemen agama Republik Indonesia, Al Qur‟an dan Terjemahannya, Halaman 79 
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“ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru 
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang 
munkar, merekalah orang-orang yang beruntung ”. 
Disini menunjukkan arti pentingnya sebuah lembaga pengawasan, dalam 
bahasa Al-Qur‟an “segolongan umat” yang menjalankan fungsi pengawasan yaitu 
al-amr bi al-ma‟ruf wa al-nahy „an al-munkar, meskipun al-Qur‟an tidak 
menjelaskan lebih lanjut tentang bagaimana bentuk dari lembaga pengawasan 
tersebut.  Nabi  Muhammad SAW juga memerintahkan umatnya untuk 
menegakkan al-amr bi al-ma‟ruf wa al-nahy „an al-munkar, beliau bersabda 
dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim yang artinya “barang siapa dari 
kalian yang melihat kemungkaran maka cegahlah dengan tangan (kekuasaan), 
jika tidak mampu maka cegahlah dengan lisan, jika tidak mampu maka cegahlah 
dengan hati, dan itu merupakan lemahnya iman”. 
Pasca  reformasi  konstitusi sebanyak empat kali, pemerintah pun laten  
mendirikan  lembaga-lembaga negara baru. Sehingga tak jarang fungsi lembaga- 
lembaga tersebut saling  tumpang-tindih dengan  lembaga  negara  yang telah 
dibentuk sebelumnya.
5
 
Keberadaan  lembaga ombudsman  nasional demikian  juga menimbulkan  
beberapa pertanyaan,ditinjau dari  segi  pemerintahan, apakah fungsi yang 
dijalankan oleh ombudsman  nasional  tersebut  tidak tumpang  tindih  dengan 
fungsi-fungsi yang dijalankan oleh lembaga negara yang ada saat ini, mengingat 
fungsi pengawasan (control) terhadap pemerintah dan lembaga peradilan juga 
                                                             
5 http://www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/161/id, Fungsi Lembaga Negara 
Banyak Tumpang Tindih, diakses pada tanggal  3 November 2015. 
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telah dijalankan oleh lembaga-lembaga dan sejumlah  lembaga pemerintahan  
sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sebagai contoh,Inspektorat jendral 
yang Pengawasannya bersifat intern artinya kewenangan yang dimiliki dalam 
melakukan pengawasan hanya mancakup urusan institusi itu sendiri,Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwewenang  memeriksa  penggunaan  
keuangan  Negara, DPR dengan hak meminta  keterangan dan hak  mengajukan 
pertanyaan mempunyai kewenangan untuk  melakukan  kontrol terhadap 
pemerintah.  
Bahkan dalam perubahan kedua UUD 1945, fungsi pengawasan telah 
dipertegas sebagai salah satu diantara tiga fungsi DPR.  Dan Mahkamah agung 
(MA) secara langsung maupun tidak langsung juga melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan tugas pemerintah melalui proses peradilan, baik oleh MA 
sendiri  maupun  lembaga oleh lembaga-lembaga peradilan lainnya diseluruh 
tanah air. Selain itu juga pemerintah mendapat pengawasan dari Komnas HAM 
yang kedudukannya mandiri dan setingkat dengan lembaga Negara lainnya 
berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan 
mediasi hak asasi manusia.
6
 
Ombudsman hadir dimasa transisi pendewasaan demokrasi yang masih 
terkesan  labil, yang  mana pada masa  itu  masyarakat Indonesia sedang 
mengalami euforia politik akibat lengsernya rezim otoritarian yang telah berkuasa 
selama 32 tahun. Trauma sejarah tersebut menyebabkan banyaknya tuntutan 
                                                             
6 Pasal 1 angka 7 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
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pembuatan komisi – komisi yang bertujuan menjaga atau menliai ethic 
accountability penyelenggara negara.
7
 
Namun seiring berjalannya waktu dan kondisi pemerintahan yang mulai 
stabil, eksistensi komisi-komisi tersebut mulai menuai  banyak pertanyaan dan 
kritik mengenai fungsi, peran dan wewenang yang dirasa tumpang tindih satu 
sama lain bahkan tak jarang terdapat kerancuan wewenang dengan organ 
induknya, tak terkecuali dengan  ombudsaman.  
Lembaga negara dengan pokok kerja berbentuk pengawasan   
penyelenggaraan publik ini, menuai banyak sekali kritikan dan gagasan untuk 
dibubarkan, hal tersebut di dasarkan pada telah adanya organ lain yang 
mengawasi pokok kerja yang dimiliki ombudsman.  
Namun tidak serta merta secara over confident tesis tersebut di tanggapi 
dengan melahirkan gagasan pembubaran, alangkah lebih arif dan  bijaksana  jika 
terlebih dahulu ditelaah  secara holistic, apakah fungsi dan peranan Ombudsman 
ini telah atau dapat sepenuhnya diambil alih oleh  lembaga yang sudah  ada.  
Jika iya, tentunya  lebih baik dibubarkan saja. Tapi jika tidak, jika apa 
yang dilakukan oleh Ombudsman memang unik dan perlu bagi kemaslahatan. 
masyarakat luas, maka ceritanya pun menjadi beda.
8
 
Berdasarkan hal diatas maka penulis  melihat beberapa hal yang menarik 
untuk diteliti dan penulis  ingin  mengetahui tentang bagaimana  Kedudukan  
Hukum kewenangan serta efektifitas peran Lembaga  Ombudsman  Republik  
                                                             
7 Saifuddin, 2010, Materi Perkuliahan Hukum Konstitusi, FH UII, Yogyakarta 
8 www.insfre.com, Peran Ombudsman Dalam Mewujudkan Good Governance, Abdul 
Ghaffar, diakses tanggal  31 Maret 2015. 
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Indonesia khususnya dalam  hal ini  Perwakilan Sulsel  dalam  menjalankan  
fungsi  pengawasan  pada  pelayanan publik khususnya di Provinsi Sulsel sebagai 
salah satu Lembaga Non-Struktural di Indonesia 
 
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
Penelitian ini berfokus pada pendekatan kualitatif yang menggunakan 
teori-teori yuridis sosiologis untuk mengkaji persoalan- persoalan substansial dan 
jugamengkaji prinsip-prinsip umum sebuah masalah untuk  menemukan  akar  
permasalahan  yang  akan  diturunkan  menjadi sebuah bentuk paradigma baru 
dalam penyusunan sebuah solusi. 
 
C. Rumusan Masalah 
Mengacu pada judul yang penulis ambil, maka rumusan masalah pada 
penelitian ini adalah sebagai berikut :  
1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum Kewenangan Ombudsman Republik 
Indonesia dalam mengawasi penyelenggara pelayan publik di Provinsi 
Sulsel ? 
2. Bagaimanakah Efektifitas peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai 
Lembaga pengawas penyelenggara pelayanan publik di Provinsi Sulsel ?   
 
D. Kajian Pustaka 
Penelitian tentang Lembaga Ombudsman sebagai lembaga pengawasan 
pelayanan publik telah beberapa kali dilakukan, baik dari sudut pandang Ilmu 
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Administrasi Negara, Administrasi Publik, Ilmu Hukum, atau ilmu sosial lainnya. 
Oleh karena itu untuk mengawali penelitian ini, ada beberapa kajian pustaka yang 
relevan dengan tema penelitian. Salah satunya penulis merujuk pada buku yang 
berjudul “Restrukturisasi fungsi dan wewenang ombudsmanDalam sistem 
pemerintahan presidensial demiTercapainya prinsip kepemerintahan yang 
baik” Disusun oleh Ali Ridho, Buhaeti, dan Sahlan Adiputra Al Boneh,dan 
Saifuddin, 2010,  Materi Perkuliahan Hukum Konstitusi, FH UII, Yogyakarta. 
Serta beberapa artikel mengenai reformasi yang  bertujuan  menata  
kembali peri-kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintah  yang telah  
melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam sistem ketatanegraan dan 
sistem pemerintahan Republik Indonesia. Perubahan dilakukan antara lain dengan 
membentuk lembaga-lembaga Negara dan lembaga-lembaga pemerintahan 
baru.sesuai dengan Lembaga-lembaga Negara yang baru sesuai dengan 
perubahan UUD 1945 adalah DPD,KPU, KY, MK. Selain itu terdapat lembaga 
yang disejajarkan dengan lembaga Negara  yakni, Komnas HAM. Lembaga-
lembaga pemerintahan yang baru antara lain KPKPN. Dan juga buku  Galang 
Asmara, Ombudsmen Nasional dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik 
Indonesia, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2005. Hlm. 1-2.  
Serta merujuk pada UU No. 37 tahun 2008  lebih rinci menyebutkan 
tujuan dibentuknya Ombidsmen adalah sebagai berikut : (a). mendorong 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, 
terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (b). Mendorong 
penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan efisien, jujur, 
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terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; (c). 
meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara 
dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan kesejahteraan yang semakin 
baik; (d). membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan 
dan pencegahan praktek praktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, 
serta nepotisme; (e). meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum 
masyarakat, dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta 
keadilan,referensi Perundang-undangan juga pada  Pasal 1 angka 7 UU No. 39 
tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia , 
Juga mengambil referensi dari situs online seperti  www.insfre.com, 
Peran Ombudsman Dalam Mewujudkan Good Governance,AbdulGhaffar, 
diakses pada tanggal  31 Maret 2015  
dan http://www.ombudsman.go.id/Website/detailArchieve/161/id, Fungsi 
Lembaga Negara Banyak Tumpang Tindih, diakses tanggal 03 November 2015. 
 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  
1.  Tujuan penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan seperti diuraikan di atas, penelitian  ini 
bertujuan sebagai berikut :  
1. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum Kewenangan Ombudsman 
Republik Indonesia (ORI) dalam mengawasi penyelenggara pelayan 
publik di Provinsi Sul-Sel  
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2. Untuk mengetahui efektifitas perann Ombudsman Republik Indonesia 
(ORI) dalam sebagai Lembaga pengawas  penyelenggara  pelayanan 
publik di Provinsi Sul-Sel. 
2.  Kegunaan penelitian 
Berangkat dari perumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, ada 
beberapa manfaat yang ingin penulis peroleh adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi mahasiswa 
hukum   khususnya  bagi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin 
mengenai wewenang dan efektifitas Lembaga Ombudsman  Republik  
Indonesia  dalam  menjalankan  tugas  untuk mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sulsel. 
2. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah 
ini lebih lanjut.  
3. Penulis mengharapkan agar memberikan sumbangan pemikiran 
kepada masyarakat mengenai ruang lingkup Lembaga Ombudsman 
Republik  Indonesia  dalam  mengawasi penyelenggaraan pelayanan 
publik di Provinsi Sulsel. 
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BAB II 
TINJAUAN TEORITIS 
 
A. Pengertian Kewenangan 
Wewenang  merupakan  bagian  yang  sangat  penting  dan  bagian awal  
dari  hukum  administrasi,  karena  pemerintahan  baru  dapat menjalankan 
fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya, artinya keabsahan tindak 
pemerintahan atas dasar wewenang yang diatur dalam peraturan  perundang-
undangan.
9 
Hukum  Tata  Negara  dan  Hukum Administrasi Negara pada dasarnya 
memberikan istilah “kekuasaan” dan “wewenang” terkait erat dengan 
pelaksanaan fungsi pemerintahan, karena dalam  teori  kewenangan  dijelaskan  
bahwa  untuk  melaksanakan  fungsi pemerintahan,  kekuasaan  dan  kewenangan  
sangatlah  penting.  Begitu pentingnya  kedudukan  kewenangan  ini  sehingga  
F.A.M  Stronik  dan  J.G Teenbeek  menyebutnya  sebagai  konsep  inti  dalam  
Hukum  Tata  Negara dan Hukum Administrasi Negara.
10 
Soerjono  Soekanto,  menguraikan  bahwa  perbedaan  antara kekuasaan  
dan  wewenang  adalah  bahwa  setiap  kemampuan  untuk mempengaruhi  pihak  
lain  dapat  dinamakan  sebagai  kekuasaan, sedangkan wewenang adalah 
kekuasaanyang ada pada seseorang ataukelompok  orang  yang  mempunyai  
                                                             
9 Sadijono.Memahami  Beberapa  Bab  Pokok Hukum Administrasi  (Yogyakarta: 
LaksBangPRESSInd o,2008),Hal 55 
10 F.A.M.  Stronik  dan  J.G  Steenbeek,  Inleiding  in  het  staats-en  administratief Rech 
sebagaimana dikutip  Ridwan  HR,  Hukum  Administrasi  Negara  (Jakarta: PT Raja Grafindo, 
2006), Hlm.101 
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dukungan  atau  mendapat  pengakuan dari  masyarakat.
11
Oleh  karena  itu,  
kewenangan  yang  sah  merupakan atribut  bagi  setiap  pejabat  ataupun  
lembaga.  Dengan  kata  lain  setiap penyelenggaraan  kenegaraan  dan  
pemerintahan  haruslah  mendapatkan legitimasi yaitu kewenangan yang 
diberikan oleh Undang-Undang. 
Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  memberikan  definisi  tentang 
wewenang,  sebagai  berikut: (1) Hak  dan  kekuasaan  bertindak, (2) Kekuasaan 
membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada 
orang lain, dan  (3) Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Sedangkan 
kewenangan berarti hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan  sesuatu  
serta  hal  yang  berwenang.  Selain  itu,  Kekuasaan memiliki arti:  
a. Kuasa (untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya). 
b. Kemampuan, kesanggupan 
c. Daerah (tempat dan sebagainya) yang dikuasai. 
d. Kemampuan  orang  atau  golongan,  untuk  menguasai  orang  atau 
golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, kharisma, atau 
kekuasaan fisik 
e. Fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian, keadilan serta 
mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan.
12 
Bagir Manan menyatakan bahwa dalam bahasa hukum wewenang 
memiliki terminologi  berbeda dengan  kekuasaan  (macht)  Kekuasaan hanya 
                                                             
11 Soerjono,  Soekanto.  Pengantar  Penelitian  Hukum.  (Jakarta:  Universitas 
IndonesiaPress, 1986.) 
12 Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia.  Cetakan  Keempat.  (Jakarta:Perum  dan Percetakan 
Balai  Pustaka,1995) 
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menggambar- kan  hak  untuk  berbuat  dan  tidak  berbuat. Dalam hukum,  
wewenang  sekaligus  berarti  hak  dan  kewajiban  (rechten  en plichten).   
Dalam  kaitan  dengan  otonomi  daerah,  hak  mengandung pengertian  
kekuasaan  untuk  mengatur  sendiri  (Zelfregelen)  dan mengelola sendiri 
(Zelfbesturen), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti  kekuasaan  untuk  
menyelanggarakan  pemerintahan  sebagaimana mestinya.  Vertikal  berarti  
kekuasaan  untuk  menjalankan  pemerintahan dalam suatu tertib ikatan 
pemerintahan Negara.
13
 
Kekuasaan  seringkali  dipandang  sebagai  hubungan  antara  dua atau 
lebih kesatuan, sehingga kekuasaan dianggap mempunyai sifat yang rasional. 
Karenanya perlu dibedakan antara  Scope Power  dan  Domain of Power . Scope 
Power atau ruang lingkup kekuasaan menunjukkan kepada kegiatan tingkah  
laku,  serta  sikap  atau keputusan-keputusan  yang menjadi objek dari kekuasaan. 
Sementara istilah  Domain of Power adalah jangkauan kekuasaan, menuju kepada 
pelaku, kelompok atau kolektifitas yang terkena kekuasaan.Wewenang  dalam  
bahasa  inggris  disebut  authority, Kewenangan adalah otoritas yang dimiliki 
suatu lembaga untuk melaksanakan sesuatu atau  tidak  melakukan  sesuatu.  
Menurut  Mirriam  Budiharjo,  kewenangan adalah  kemampuan  untuk  
mempengaruhi  tingkah  laku  pelaku  lainsedemikian  rupa,  sehingga  tingkah  
laku  terakhir  sesuai  keinginan  dari pelaku yang mempunyai kekuasaan. 
S.F.Marbun menegaskan  bahwa  wewenang  mengandung  arti 
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, secara yuridis adalah  
                                                             
13 Ridwan  HR.  Hukum  Administrasi  Negara  (Jakarta:PT  Raja  Grafindo,  2006), 
Hlm. 102 
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kemampuan  bertindak  yang  diberikan  oleh  undang-undang  yang berlaku 
untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Dengan  demikian wewenang 
pemerintah memiliki sifat-sifat antara lain: (a)  Express implied, (b) jelas maksud 
dan tujuannya, (c) terikat pada waktu tertentu, (d) tunduk pada  batasan-batasan  
hukum  tertulis  dan  tidak  tertulis,  dan  (e)  isi wewenang dapat bersifat umum 
(abstrak) dan konkrit.
14
 
Max Weber menyatakan bahwa wewenang adalah suatu hak yang telah  
ditetapkan  dalam  suatu  tata  tertib  sosial  untuk  menetapkan kebijakan-
kebijakan,  menentukan  keputusan-keputusan  mengenai persoalan-persoalan  
yang  penting  dan  untuk  menyelesaikan pertentangan-pertentangan.
15
.Terkait  
dengan  sumber kekuasaan  atau  kewenangan,  
Terminologi kewenangan pada esensinya selain berkaitan dengan 
kekuasaan.  Kewenangan  juga  sering  diidentikkan  dengan  tugas,  fungsi, dan  
wewenang.  Istilah-istilah  tersebut  sering  dipakai  secara interchangeable  atau  
saling  dipertukarkan,  sehigga  kadang-kadang menjadi  tidak  jelas  artinya.  
Harjono  mengemukakan  bahwa  fungsi mempunyai  makna  yang  lebih  
luasdaripada  tugas.  Tugas  lebih  tepatdigunakan untuk menyebut aktivitas-
aktivitas yang diperlukan agar fungsi terlaksana.  Fungsi  memerlukan  banyak  
aktivitas  agar  fungsi  dapat terlaksana.  Gabungan  dari  tugas-tugas  adalah  
operasionalisasi  dari sebuah  fungsi  yang  sifatnya  kedalam.  Tugas  selain  
                                                             
14 S.F.Marbun.Peradilan  Administrasi  Negara  dan  Upaya  Administratif  di Indonesia, 
(Yogyakarta:  Liberty, 1992), hlm 154-155 
15 Soerjono Soekanto.  Sosiologi Suatu Pengantar.(Jakarta:Rajawali Pers, 1987) 
sebagaimana dikutip   Yasmin  Anwar & Adang , Sistem  Peradilan  Pidana ( Bandung:Widya 
Padjadjaran, 2009 ),Hlm 205 
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mempunyai  aspek kedalam  juga  memiliki  aspek  keluar.  Aspek  keluar  dari  
tugas  adalah wewenang.
16
 
Kata tugas tidak dapat dipisahkan dari wewenang, sehingga sering 
digunakan  secara  bersama-sama  yaitu  tugas  dan  wewenang.  Dikatakan lebih  
jauh  bahwa  dengan  dinyatakannya  satu  lembaga  mempunyai wewenang,  
timbullah  akibat  yang  sifatnya  kategorial  dan  ekslusif. 
Kategorial  dikatakan  sebagai  unsur  yang  membedakan  antara  
lembaga yang  mempunyai  wewenang  dengan  yang  tidak  mempunyai  
wewenang, sedangkan  eksklusif   diartikan  bahwa  lembaga-lembaga  yang  
tidak disebut merupakan lembaga yang tidak berwenang.  Perbedaan tafsir atas 
kewenangan  yang  diberikan  dalam  aturan  perundang-undangan  oleh lembaga  
negara  yang  berbeda  demikian  dapat  melahirkan  sengketa kewenangan  yang  
merupakan  perselisihan  atau  perbedaan  pendapat yang  berkaitan  dengan  
pelaksanaan  kewenangan  antara  dua  lembaga negara atau lebih. 
 
B. Pengertian Pengawasan  
1. Konsep Dasar Pengawasan 
Reformasi  telah  memberikan  dampak  yang  signifikan  bagi Indonesia. 
Tidak hanya pada pemegang kekuasaan tetapi reformasi juga telah  mengubah  
sistem  pengawasan  dan  tata  pemerintahan.  Sistem pengawasan eksternal 
pemerintah sebagai gagasan dalam pengawasan di bidang  pemerintahan  
                                                             
16 Firmansyah dkk, Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara 
Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) cet 1, 2005 , 
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merupakan  aspek  urgentif  dalam  mengelola pemerintahan  yang  efisien  dan  
efektif terhadap pelayanan publik. 
Pengawasan  pada  hakikatnya  merupakan  bagian  integral  dari 
pengendalian  dan  pemeriksaan  adalah  subsistem  atau  tindakan  hukum dalam  
melakukan  fungsi  pengawasan  atau  pengendalian  pemerintahan. Pengawasan 
merupakan hal yang paling substansial dalam mewujudkan penyelenggaraan  
pemerintahan  yang  baik  (good  governance).  Pengawasan  digunakan  sebagai  
salah  satu  alat  ukur  dimana  roda pemerintahan  dapat  berjalan  dengan  baik  
atau  tidak  dalam  pencapaian tujuan suatu pemerintahan. 
Hal ini senada dengan apa yang diungkapkan Soekarno (dalam 
Situmorang dan Juhir, 1994:20) menyatakan bahwa: “Pengawasan adalah suatu 
proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang 
dikerjakan sejalan dengan rencana”. 
Sarwoto dalam bukunya Dasar-Dasar Organisasi dan Management 
memberikan definisi tentang pengawasan yakni : “Kegiatan  manajer  agar  
pekerjaan-pekerjaan  terlaksana  sesuai dengan  rencana  yang  ditetapkan  dan  
atau  hasil  yang dikehendaki.
17
 
Terminologi  pengawasan  dikemukakan  oleh  S.P.Siaigan  dalam 
karyanya bernama Filsafat Administrasi yakni:“ Proses pengamatan  daripada 
pelaksanaan  seluruh  kegiatan organisasi  untuk  menjamin  agar  supaya  
                                                             
17 Sarwoto,  Dasar-Dasar  Organisasi  dan  Management,  (Jakarta:Ghalia  Indonesia), 
Hml 93 
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pekerjaan  yang  sedang dilakukan  berjalan  sesuai  dengan  rencana  yang  telah  
ditentukan sebelumnya”.18 
2. Maksud dan Tujuan Pengawasan 
Beragam definisi dari pengawasan tersebut memberikan pengertian bahwa  
pelaksanaan  pengawasan  bagi  pemerintahan  dan  organisasi memiliki  tujuan  
urgentif.  Hal  ini  telah  dikemukakan  oleh  Alfred,  yang mengemukakan bahwa 
“ Tujuan  pengawasan  adalah  menjamin  pekerjaan  mengikuti rencana, 
mencegah kekeliruan, memperbaiki efisiensi, mewujudkan ketertiban  
pada  pekerjaan,  menjajaki  dan  memperbaiki  kekliruan secara  lebih  
mudan  dan  meyakinkan,  mengenali  dan menggambarkan prestasi yang 
maksimal dan memperbaiki kualitas manajemen secara keseluruhan. ” 19 
Sedangkan Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa tujuan 
pengawasan adalah : 
a. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh 
suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil 
guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan 
terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang 
obyektif, sehat dan bertanggung jawab. 
b. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat 
pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. 
                                                             
18 S.P.Siaigan,  Filsafat Administrasi, (Jakarta:Gunung Agung),Hlm 107 
19 Agung,Suseno.2010.Eksistensi BPKP Dalam Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan Bisnis  &  Birokrasi,  Jurnal  Imu Administrasi dan Organisasi Volume 17 Nomor 
1 Januari-April. Hlm 15 
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c. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, 
tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah 
dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuat hal-hal yang tercela 
terhadap masyarakat dan ajaran agama.
20
. 
Pengertian dan tujuan pengawasan secara umum tersebut menjadi hal  
fundamental  dalam  menganalisis  ruang  lingkup  pengawasan  dalam bidang  
pemerintahan  daerah.  Pengawasan  tidak  hanya  berlaku  pada skala  
manajemen  kecil  saja,  melainkan  organisasi  setingkat  pemerintah daerah  
bahkan  negara  juga  membutuhkan  pengawasan.  Pengawasanmenjadi bagian 
tidak terpisahkan dalam pengendalian internal pemerintah,khususnya dalam 
pelayanan publik di Indonesia. 
3. Jenis-Jenis Pengawasan 
Pengawasan  terhadap  penyelenggaraan  pemerintah  pada dasarnya memiliki 
berbagai macam jenis, diantaranya: 
a. Pengawasan Langsung 
Pengawasan  yang  dilakukan  secara  pribadi  oleh  pimpinan  atau 
pengawas  dengan  mengamati,  meneliti,  memeriksa,  mengecek  sendiri 
secara “on the spot” di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan 
secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
21
 
b. Pengawasan Tidak Langsung 
                                                             
20 Tikawija,Pengertian dan tujuan pengawasan diakses pada tanggal 20 Juni 2015 
melalui (https://tIkawIja.wordpress.com/2010/04/08/pengertian-dan-tujuan-pengawasan/) 
21 Victor,  Situmorang.  dkk.  Aspek  Hukum  Pengawasan  Melekat. Jakarta:Rineka 
Cipta,1998.Hlm. 27-28 
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Pengawasan  tidak  langsung  diadakan  dengan  mempelajari laporan-
laporan  yang  diterima  dari  pelaksana  baik  lisan  maupun  
tertulis,mempelajari  pendapat-pendapat  masyarakat  dan  sebagainya  
tanpa pengawasan “on the spot”. 
c. Pengawasan preventif 
Pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  suatu  kegiatan  sebelum kegiatan  
itu  dilaksanakan,  sehingga  dapat  mencegah  terjadinya penyimpangan. 
SepertiLembaga Ombudsman melakukan  upaya  pencegahan  
Maladministrasi  dalam  penyelenggaraan  pelayanan publik
22
 
d. Pengawasan Represif 
Pengawasan  yang  dilakukan  terhadap  sesuatu  kegiatan  setelah 
kegiatan  itu  dilakukan.pengawasan  model  ini  lazimnya  dilakukan  
pada akhir tahun anggaran, dimana anggaran yang telah ditentukan 
kemudian disampaikan laporannya . Setelah  itu,  dilakukan  pemeriksaan  
dan pengawasannya  untuk  mengetahui  kemungkinan  terjadinya 
penyimpangan 
23
 
e. Pengawasan Melekat 
Serangkaian  kegiatan  yang  bersifat  sebagai  pengendalian  yang terus 
menerus,  dilakukan  oleh  atasan  langsung  terhadap  bawahannya, 
secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut 
                                                             
22 Huruf g Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia 
23 Yosa,  2010.  Pengertian  Pengawasan.diakses pada tanggal 14 Juni 2015 melalui 
(http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html.) 
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berjalan  secara  berdaya  guna  sesuai  dengan  rencana  kegiatan  dan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
24
 
f. Pengawasan Fungsional 
Kegiatan  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  Lembaga/Badan/Unit yang  
mempunyai  tugas  dan  fungsi  melakukan  pengawasan  melalui 
pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian.
25
 
g. Pengawasan Legislatif 
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  lembaga  perwakilan  rakyat terhadap 
kebijaksanaan dan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah dan 
pembangunan.
26
 
h. Pengawasan Masyarakat 
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  warga  masyarakat  yang disampaikan  
secara  lisan  atau  tertulis  kepada  aparatur pemerintah  yang 
berkepentingan  berupasumbangan  pemikiran,  saran,  gagasan  
ataukeluhan/pengaduan  yang  bersifat  membangun  yang  disampaikan  
baik secara langsung maupun melalui media. 
i. Pengawasan Eksternal 
Pengawasan  yang  dilakukan  oleh  aparat  dari  luar  organisasi sendiri,  
seperti  halnya  pengawasan  di  bidang  pelayanan publik salah satunya  
yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesiamelakukan 
                                                             
24 Victor, Situmorang. op.cit. Hlm. 30 
25 Pasal 1 angka (7) Keputusan Presiden No.74 Tahun 2001 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Pengawas an Pemerintahan Daerah 
26 Victor, Situmorang. op.cit. Hlm. 65 
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investigasi atasprakarsa sendiri terhadap dugaan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik .
27
 
j. Pengawasan Internal 
Seluruh  proses  kegiatan  audit,  reviu,  evaluasi,  pemantauan  dan 
kegiatan  pengawasan  lain  terhadap  penyelenggaraan  tugas  dan  fungsi 
organisasi  dalam  rangka  memberikan  keyakinan  yang  memadai  
bahwa kegiatan  telah  dilaksanakan  sesuai  tolok  ukur  yang  telah  
diterapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam 
mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
28
 
4. Metode Pengawasan 
Metode-metode pengawasan bisa dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu 
pengawasan non-kuantitatif dan pengawasan kuantitatif 
a. Pengawasan Non-kuantitatif 
Pengawasan non-kuantitatif tidak melibatkan angka-angka dan dapat 
digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. 
Teknik-teknik yang sering digunakan adalah: 
- Pengamatan (pengendalian dengan observasi). Pengamatan ditujukan 
untuk mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diobservasi. 
- Inspeksi teratur dan langsung. Inspeksi teratur dilakukan secara periodic 
dengan mengamati kegiatan atau produk yang dapat diobservasi 
                                                             
27 Huruf D Pasal 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia 
28 Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 
Pengendalian Internal  Pemerintah  
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- Laporan lisan dan tertulis. Laporan lisan dan tertulis dapat menyajikan 
informasi yang dibutuhkan dengan cepat disertai dengan feed-back dari 
bawahan dengan relatif lebih cepat. 
- Evaluasi pelaksanaan. 
Diskusi antara manajer dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu 
kegiatan Cara ini dapat menjadi alat pengendalian karena masalah yang 
mungkin ada dapat didiagnosis dan dipecahkan bersama. 
- Management by Exception (MBE). Dilakukan dengan memperhatikan 
perbedaan yang signifikan antara rencana dan realisasi. Teknik tersebut 
didasarkan pada prinsip pengecualian. Prinsip tersebut mengatakan bahwa 
bawahan mengerjakan semua kegiatan rutin, sementara manajer hanya 
mengerjakan kegiatan tidak rutin 
b.    Pengawasan Kuantitatif 
Pengawasan kuantitatif melibatkan angka-angka untuk menilai suatu 
prestasi. Beberapa teknik yang dapat dipakai dalam pengawasan 
kuantitatif adalah: 
1) Anggaran 
- Anggaran operasi, anggaran pembelanjaan modal, anggaran penjualan, 
anggaran kas 
- Anggaran khusus, seperti planning programming, bud getting system 
(PBS), zero-base budgeting (ZBB), dan human resource accounting 
(HRA)  
2) Audit 
22 
 
- Internal Audit 
Tujuan : membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan 
tanggung jawab mereka dengan cara mengajukan analisis, penilaian, 
rekomendasi dan komentar mengenai kegiatan mereka. 
- Ekternal Audit 
Tujuan : menetukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara 
wajar keadaan keuangan dan hasil perusahaan, pemeriksaan 
dilakasanakan oleh pihak yang bebas dari pengaruh manajemen. 
3) Analisis break-even 
Menganalisa dan menggambarkan hubungan biaya dan penghasilan untuk 
menentukan pada volume berapa agar biaya total sehingga tidak 
mengalami laba atau rugi. 
4) Analisis rasio 
Menyangkut dua jenis perbandingan 
1. Membandingkan rasia saat ini dengan rasia-rasia dimasa lalu 
2. Membandingkan rasia-rasia suatu perusahaan dengan perusahaan lain 
yang sejenis. 
5) Bagian dari Teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan 
kegiatan, seperti : 
1. Bagan Ganti adalah Bagan yang mempunyai keluaran disatu sumbu dan 
satuan waktu disumbu yang lain serta menunjukan kegiatan yang 
direncanakan dan kegiatan yang telah diselesaikan dalam hubungan antar 
setiap kegiatan dan dalam hubunganya dengan waktu. 
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2. Program Evaluation and Reviw Technique (PERT)Dirancang untuk 
melakukan scheduling dan pengawasan proyek – proyek yang bersifat 
kompleks dan yang memerlukan kegiatan – kegiatan tertentu yang harus 
dijalankan dalam urutan tertentu dan dibatasi oleh waktu.
29
 
 
C. Pengertian Pelayanan Publik 
1. Konsep Dasar Pelayanan Publik 
Melayani berarti memenuhi kebutuhan , melayani publik, berarti melayani 
kebutuhan/ kepentingan orang banyak. Pelayanan publik atau pelayanan umum 
dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab 
dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan 
Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya 
pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
Pelayanan publik  adalah amanah yang tertera dalam Undang- Undang 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana definisi mengenai 
pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan 
bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan / atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
30 
                                                             
29 Bentuk-bentuk Pengawasan, diakses pada tanggal 20 Juni 2015 melalui 
(http://www.manajemenn.web.id/2011/04/bentuk-bentuk- pengawasan.html) 
30 Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 
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Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparat Negara dalam Keputusan 
No. 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik, 
menyatakan bahwa “Hakikat layanan publik adalah pemberian layanan prima 
kepada masyarakat yang merupakan perwujudan dari kewajiban aparatur 
pemerintah sebagai abdi masyarakat”. Pernyataan ini menegaskan bahwa 
pemerintah melalui instansi-instansi penyedia layanan publiknya bertanggung 
jawab memberikan layanan prima kepada masyarakat. Pernyataan layanan prima 
perlu digarisbawahi karena ini menyangkut standar kualitas layanan yang 
harusdipenuhi oleh penyedia layanan publik haruslah berkategori “prima”. 
Karena pada dasarnya masyarakat adalah warga negara yang harus dipenuhi hak-
haknya oleh pemerintah. 
Dengan demikian kata “prima” ini haruslah menjadi misi yang akan 
menjiwai setiap unit layanan publik. Konsekuensinya, apabila kualitas layanan 
yang diberikan kepada masyarakat dirasakan tidak prima, maka pada dasarnya 
penyedia layanan publik dianggap tidak mempunyai kinerja. 
2. Asas Pelayanan Publik  
Asas (prinsip) merupakan suatu pernyataan fundamental atau kebenaran 
umum yang dapat dijadikan pedoman pemikiran dan tindakan.menurut UU 
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pada Pasal 4 menjelaskan asas 
pelayanan publik adalah  sebagai berikut : 
a. Kepentingan umum, yaitu; Pemberian pelayanan tidak boleh 
mengutamakankepentingan pribadi dan/atau golongan. 
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b. Kepastian hukum, yaitu Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam 
penyelenggaraan pelayanan. 
c. Kesamaan hak, yaitu Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, 
agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 
d. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu Pemenuhan  hak harus sebanding 
dengan kewajiban yang  harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun 
penerima pelayanan. 
e. Keprofesionalan, yaitu Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi 
yang sesuai  dengan bidang tugas. 
f. Partisipatif, yaitu Peningkatan peran serta masyarakat dalam 
penyelenggaraan  pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, 
dan harapan masyarakat. 
g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, yaitu Setiap warga negara 
berhak memperoleh pelayanan yang adil. 
h. Keterbukaan, yaitu Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah 
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang 
diinginkan. 
i. .Akuntabilitas, yaitu Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yaitu Pemberian 
kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga  tercipta keadilan dalam 
pelayanan. 
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k. Ketepatan waktu, yaitu Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan 
tepat waktu  sesuai dengan standar pelayanan.
31
 
3. Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 
Serta sebagaimana yang juga tertuang mengenai prinsip pelayanan publik 
dalam Per-Menpan  Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, 
penetapan,dan penerapan standar pelayanan adalah.sebagai berikut  
a. Transparansi ( Bersifat terbuka , mudah dan dapat diakses oleh semua 
pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 
dimengerti ) 
b. Akuntanbilitas ( Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang – undangan ) 
c. Kondisional ( Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 
penerima pelayanan denga tetap berpegang pada prinsip efesiensi dan 
efektifitas.) 
d. Partisipatif ( Mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan 
harapan masyarakat) 
e. Kesamaan hak ( Tidak diskriminatif dalam artian tidak tidak 
membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi ) 
f. Keseimbangan Hak dan Kewajiban ( Pemberi dan penerima pelayanan 
publik harus memnuhi hak dan kewajiban masing- masing pihak ).. 
32
 
                                                             
31 Butir A-I ,Pasal 4, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
32 PerMenpan  Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan, 
dan penerapan standar pelayanan 
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D. Ombudsman Republik Indonesia. 
1. Ruang Lingkup Tentang Ombudman  
Pada Ayat 1 Pasal 1 Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
Tentang Ombudsman Republik Indonesia menjelaskan tentang defenisi 
Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara  yang  mempunyai  
kewenangan  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik baik yang  
diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan  pemerintahan termasuk yang 
diselenggarakan oleh  Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik  Daerah, 
dan Badan Hukum  Milik  Negara  serta  badan  swasta  atau  perseorangan  yang  
diberi  tugasmenyelenggarakan  pelayanan  publik  tertentu  yang  sebagian  atau  
seluruh  dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
33
 
 
2. Maksud dan Tujuan Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia 
Reformasi  mengamanatkan  perubahan  kehidupan  bernegara,  
berbangsa,  dan  bermasyarakat yaitu  kehidupan  yang  didasarkan  pada  
penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang demokratis  dalam  rangka  
meningkatkan  kesejahteraan,  menciptakan  keadilan,  dan  kepastian hukum  
bagi  seluruh  warga  negara  sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Sebelum  reformasi  
penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  diwarnai  dengan  praktek 
Maladministrasi antara lain terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga 
                                                             
33 Ayat 1,Pasal 1,Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 
Republik Indonesia 
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mutlak diperlukan reformasi  birokrasi  penyelenggaraan  negara  dan 
pemerintahan  demi  terwujudnya penyelenggaraan negara dan pemerintahan 
yang  efektif dan efisien, jujur, bersih, terbuka serta bebas  dari  korupsi,  kolusi,  
dan  nepotisme, Penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang baik  hanya  
dapat  tercapai  dengan  peningkatan  mutu  aparatur  Penyelenggara  Negara  
danpemerintahan  dan  penegakan  asas-asas  pemerintahan  umum  yang  baik. 
Untuk penyelenggaraan  pemerintahan  yang  baik  dan  upaya  
meningkatkan  pelayanan  publik  dan penegakan  hukum  diperlukan  
keberadaan  lembaga  pengawas  eksternal  yang secara efektif mampu 
mengontrol tugas penyelenggara negara dan pemerintahan , pengawasan internal 
yang dilakukan oleh pemerintah sendiri dalam implementasinya ternyata tidak 
memenuhi harapan masyarakat, baik dari sisi obyektifitas maupun akuntabilitas.  
Dari kondisi  di  atas,  pada  Tahun  2000,  Presiden  berupaya  untuk  
mewujudkan  reformasi penyelenggaraan negara dan  pemerintahan dengan 
membentuk Komisi Ombudsman Nasional melalui  Keputusan  Presiden  Nomor  
44  Tahun  2000.  Komisi  Ombudsman  Nasional  bertujuan membantu  
menciptakan  dan  mengembangkan  kondisi  yang  kondusif  dalam  
melaksanakan pemberantasan  korupsi,  kolusi,  nepotisme  serta  meningkatkan  
perlindungan  hak  masyarakat agar  memperoleh  pelayanan  publik,  keadilan,  
dan  kesejahteraan. 
Untuk lebih  mengoptimalkan fungsi,  tugas,  dan  wewenang  Komisi  
Ombudsman  Nasional,  perlu  dibentuk  Undang-Undang tentang  Ombudsman  
Republik  Indonesia  sebagai  landasan  hukum  yang  lebih  jelas  dan  kuat. 
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Hal ini sesuai dengan  amanat  Ketetapan  Majelis  Permusyawaratan 
Rakyat Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan 
Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi,  dan  Nepotisme  yang  salah  
satunya  memerintahkan  dibentuknya  Ombudsman  dengan undang-
undang,Sebelum  ada  Komisi  Ombudsman  Nasional  pengaduan  pelayanan  
publik  hanya  disampaikan kepada  instansi  yang  dilaporkan  dan  
penanganannya  sering  dilakukan  oleh  pejabat  yang dilaporkan  sehingga  
masyarakat  belum  memperoleh  perlindungan  yang  memadai.  Selain  itu, 
untuk  menyelesaikan  pengaduan  pelayan  publik,  selama  ini  dilakukan  
dengan  mengajukan gugatan  melalui  pengadilan.   
Penyelesaian  melalui  pengadilan  tersebut  memerlukan  waktu cukup  
lama  dan  biaya  yang  tidak  sedikit.  Untuk  itu,  diperlukan  lembaga  tersendiri  
yakni Ombudsman Republik  Indonesia yang dapat menangani pengaduan 
pelayanan publik  dengan mudah  dan  dengan  tidak  memungut  biaya.  
Ombudsman  Republik  Indonesia  tersebut merupakan  lembaga  negara  yang  
dalam  menjalankan  tugas  dan  wewenangnya  bebas  daricampur tangan 
kekuasaan lainnya. 
Hal ini selaras dengan apa yang termaktub pada pasal 4 UU  Nomor 37 
Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertujuan sebagai berikut 
a. mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; 
b. mendorong  penyelenggaraan  negara  dan  pemerintahan  yang  efektif  
dan  efisien,  jujur,terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan 
nepotisme; 
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c. meningkatkan  mutu  pelayanan  negara  di  segala  bidang  agar  setiap  
warga  negara  dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan 
kesejahteraan yang semakin baik; 
d. membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan 
dan pencegahan praktekpraktek Maladministrasi, diskriminasi, kolusi, 
korupsi, serta nepotisme; 
e. meningkatkan  budaya  hukum  nasional,  kesadaran  hukum  masyarakat,  
dan  supremasi hukum yang berintikan kebenaran serta keadilan.
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3. Fungsi dan Tugas Ombudsman Republik Indonesia 
Ombudsman  berfungsi  mengawasi  penyelenggaraan  pelayanan  publik  
yang  diselenggarakan oleh  Penyelenggara Negara dan pemerintahan baik di 
pusat  maupun di daerah termasuk yang diselenggarakan  oleh  Badan  Usaha  
Milik  Negara,  Badan  Usaha  Milik  Daerah,  dan  Badan Hukum  Milik  Negara  
serta  badan  swasta  atau  perseorangan  yang  diberi  tugas menyelenggarakan 
pelayanan publik tertentu. Dan Ombudsman Republik Indonesia berttugas 
Ombudsman bertugas: 
a. menerima  Laporan  atas  dugaan  Maladministrasi  dalam 
penyelenggaraan  pelayanan publik; 
b.  melakukan pemeriksaan substansi atas Laporan; 
c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan 
Ombudsman; 
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d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan 
Maladministrasi dalam  penyelenggaraan pelayanan publik; 
e. melakukan  koordinasi  dan  kerja  sama  dengan  lembaga  negara  atau  
lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan 
perseorangan; 
f. membangun jaringan kerja; 
g. melakukan  upaya  pencegahan  Maladministrasi  dalam  penyelenggaraan  
pelayanan publik; dan 
h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang undang.35 
  
                                                             
35  Pasal 7,UU No.37 tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik indonesia 
32 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian  
Dalam melakukan penelitian penulis memilih lokasi penelitian di Kantor 
Ombudman RI Perwakilan Sulawesi Selatan. Alamat kantor Ombudsman RI 
Perwakilan Sulawesi selatan di Kompleks Ruko Alauddin Plaza B.A, di Jalan  
Sultan Alauddin Makassar Nomor 9 kode pos 90231 
 
B. Populasi dan Sampel  
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai di Kantor Ombudman RI 
Perwakilan Sulawesi Selatan. 
2. Sampel 
Sampel dalam penelitian ini berjumlah 2 orang yang tersebar di lokasi 
penelitian. Adapun perinciannya terdiri atas : Kantor Ombudsman RI Perwakilan 
sampel penelitian adalah Pegawai Pengawasan Ombudman RI Perwakilan 
Sulawesi Selatan 
 
C. Jenis Penelitian  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif yang dilakukan dengan mengkaji persoalan-persoalan substansial. 
Penelitian ini mengkaji prinsip-prinsip umum sebuah masalah untuk menemukan 
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akar permasalahan yang akan diturunkan menjadi sebuah bentuk paradigma baru 
dalam penyusunan sebuah solusi. Adapun pendekatan yang digunakan dalam 
penelitian kualitatif ini ada dua yaitu:  
1. Pendekatan Teoritis  
Pengkajian suatu permasalahan dengan menggunakan analisis 
berdasarkan teori dan norma perundang-undangan. Pendekatan ini 
dilakukan dengan cara memaparkan beberapa teori dan norma-norma 
yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan persoalan yang akan dibahas dan menganalisis implikasi dari 
setiap teori dan aturan perundang-undangan tersebut.  
2. Case Study  
Penelitian ini dilaksanakan dengan mengkaji suatu permasalahan yang 
secara faktual terjadi di lokasi penelitian. Studi kasus secara faktual 
tersebut akan memberikan gambaran mengenai efektifitas pendekatan 
teoritis (teori dan aturan perundang-undangan) yang diterapkan di lokasi 
penelitian. Hal ini juga akan menguji keterkaitan antara das sein dan das 
sollen sebagai sebuah akar permasalahan dalam penelitian ini 
 
D. Jenis dan Sumber Data  
Jenis dan Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Data Primer  
Data primer merupakan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. 
Data primer dalam penelitian ini adalah referensi dan literatur yang 
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berkenaan dengan pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian berdasarkan 
data primer dinamakan penelitian kepustakaan (library research)  
Adapun sumber data yang digunakan dalam jenis penelitian ini adalah 
buku, peraturan-perundang-undangan, Laporan Akuntabilitas Kinerja 
Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan, website internet yang dapat 
dipertanggung jawabkan, dan kepustakaan lain yang berkaitan dengan 
persoalan yang akan dibahas.  
2. Data Sekunder  
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dalam 
observasi lapangan berupa hasil wawancara atau interview dengan pihak 
terkait. Dimana data ini dijadikan sebagai data pendukung untuk 
pendekatan case study. 
 
E.  Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  
1. Metode penelitian kepustakaan (literature research)  
Teknik pengumpulan data dengan cara mencatat dokumen-dokumen (arsip) 
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji.  
2. Metode penelitian lapangan (field research)  
Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara baik secara langsung 
maupun tidak langsung dengan beberapa sampel penelitian.  
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F.  Analisis Data  
Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder akan diolah dan 
dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan sehingga dapat 
diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang digunakan adalah analisis data 
yang berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek 
yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya data tersebut disajikan secara 
deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kedudukan Hukum Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 
dalam mengawasi penyelenggara pelayan publik di Provinsi Sulsel. 
Kewenangan yang selanjutnya disebut sebagai authority atau bevoegheid, 
diartikan sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan perintah dengan 
kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat umum atau lembaga negara. Kewenangan 
memiliki keabsahan ketika kewenangan tersebut diperoleh berdasarkan hukum. 
Tiada kewenangan dianggap sah secara hukum ketika kewenangan tersebut tidak 
berasal dari hukum atau peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya prinsip 
tersebut dikenal dengan Asas Legalitas (Legalitet Beginsel).  
Dasar hukum kewenangan yang diperoleh oleh Ombudsman RI 
Perwakilan  Sulawesi Selatan secara tegas ditentukan dalam UU Nomor 37 
Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia Pada entitasnya, 
pertanggung jawaban hasil pengawasan keduanya akan bermuara kepada 
Presiden yang secara atributif berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945 
bertindak sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan dan Dewan Perwakilan 
Rakyat sebagai Legislator 
Klausul dalam pasal tersebut juga menyiratkan bahwa Presiden juga 
memegang kewenangan tertinggi yang secara atributif berdasarkan pengelolaan 
Pengawasan Pelayanan Publik negara sebagai bagian integral dalam 
m`ewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).  
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Kewenangan pengawasan eksternal Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi 
Selatan merupakan wujud nyata dari sebuah kekuasaan dalam bidang 
pengawasan Pelayanan Publik di ranah Aparatur Negara . Bagir Manan kemudian 
menjelaskan bahwa kekuasaan (macht) hanya menggambarkan hak untuk berbuat 
dan hak untuk tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan 
kewajiban (rechten en plichten). Oleh karena itu, Ombudsman RI Perwakilan 
Sulawesi dalam melaksanakan kekuasaan pengawasan eksternal harus 
berlandaskan pada kewenangan yang telah ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan. Sumber kekuasaan negara pada asasnya berkaitan dengan 
ajaran kedaulatan yang dianut dalam UUD NRI Tahun 1945 sehingga sumber 
kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga negara di Indonesia adalah derivat dari 
kesadaran kolektif bangsa . 
1. Dasar Hukum Pembentukan Ombudsman Republik Indonesia  
1.1  Ketetapan MPR No: VIII/MPR/2001  
Pada sidang tahunan tahun 2001 Majelis Permusyawaratan Rakyat  
telah menetapkan ketetapan MPR No: VII/MPR/2001 tentang  rekomendasi 
arah kebijakan negara yang bersih dan bebas dari korupsi  kolusi dan 
nepotisme. Pasal 2 ayat 6  pada ketetapan tersebut berbunyi:  Membentuk 
Undang-undang beserta peratuan pelaksanaannya  untuk pencegahan 
korupsi yang muatannya meliputi: 
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a. Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi;  
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Kebijakan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme  
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b. Perlindungan saksi dan korban;  
c. Kejahatan terorganisasi;  
d. Kebebasan mendapatkan informasi;  
e. Etika pemerintah;  
f. Kejahatan pencurian uang 
g. Ombudsman 
1.2 Undang-undang No. 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan 
 Nasional 
Pada matriks program nasional pembentukan peraturan perundangan 
dicantumkan bahwa ditetapkannya undang-undang tentang Ombudsman 
merupakan indikator keberhasilan kinerja pemerintah.  
1.3 Kepres No. 44 Tahun 2000 Tentang Komisi Ombudsman Nasional  
Kepres No.44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional 
merupakan dasar hukum bagi operasionalisasi Ombudsman di Indonesia. 
Pada Kepres ini banyak pengaturan yang masih bersifat umum. Pada 
Kepres ini kewenangan Ombudsman masih sangat terbatas sehingga ruang 
geraknya pun sangat sempit.  
Apalagi Komisi ini, hanya berada di Ibukota Jakarta padahal 
kewenangannya mencakup seluruh wilayah di Indonesia. Dari kepres No.44 
Tahun 2000 ini komisi ombudsman menyiapkan sebuah konsep Rancangan 
Undang-Undang Ombudsman Nasional. Pasal 2 menyatakan “Ombudsman 
Nasional adalah lembaga pengawasan masyarakat yang berasaskan 
pancasila dan bersifat mandiri, serta berwenang melakukan klarifikasi, 
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monitoring dan pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai 
penyelenggaraan negara khususnya pelaksanaan oleh aparatur pemerintah 
termasuk lembaga peradilan terutama dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat” 37 
1.4 Undang-Undang No.37 Tahun 2008 
UU RI No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
merupakan dasar hukum yang paling kuat daripada sebelumnya. Dalam 
pasal I disebutkan: “Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga 
negara yang mempunyai wewenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan 
publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan 
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan 
Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta 
atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik 
tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah”. 
1.5 Undang-Undang  No. 25 Tahun 2009   
Dalam Pasal 35 UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
yang disahkan pada tanggal 18 Juli 2009, menyatakan bahwa Ombudsman 
merupakan salah satu lembaga pengawas ekternal selain pengawasan 
masyarakat dan pengawasan DPR/DPRD yang berhak untuk melakukan 
pengawasan pelayanan publik. Hal ini termuat dalam pasal 35 ayat 3 UU RI 
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No. 25 Tahun 2009 : 
38
 “ pengawasan eksternal penyelenggaraan pelayanan 
publik dilakukan melalui ” :  
a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan 
masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;  
b. pengawasan oleh ombudsman sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;  
c. pengawasan oleh dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat 
daerah propinsi, dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota.  
 
2.  Konsep Dasar Ombudsman Republik Indonesia  
Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia selalu 
mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip yang dianutnya sehingga menjati 
jati diri yang melekat bagi setiap anggotanya. Tujuh falsafah tersebut      
yaitu : 
39
 
a. Saling menghargai  
Melayani setiap pribadi dengan prinsip-prinsip kesopanan dan saling  
menghargai sebagai manusia sederajat.  
b. Keteladanan Menjadi teladan dan pelopor dalam prinsip 
keterbukaan, kesederajatan, tidak memihak, serta pelopor dalam 
pembaharuan dan selalu konsisten dalam keputusan.  
c. Kesetaraan  
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d. Mempelopori adanya kesetaraan dan selalu membuka akses bagi 
setiap orang tanpa memandang status ekonomi, keluarga, bahasa, 
agama, kesukuan dan ras, termasuk juga tidak memandang dari segi 
kondisi fisik, jenis kelamin, umur ataupun status perkawinan.  
e. Pemberdayaan Masyarakat  
f. Mendorong dan membantu masyarakat yang menggunakan sarana 
publik dalam mencari pemecahan bagi setiap masalahnya.  
g. Pembelajaran yang Berkesinambungan  
h. Menjadi pelopor dan pendorong dalam hal pembelajaran yang 
berkesinambungan bagi setiap staf, pemerintah dan masyarakat.  
i. Kerjasama  
j. Selalu menggunakan prinsip-prinsip kerjasama, empati dan niat baik 
dalam setiap tugas.  
k. Kerjasama tim  
l. Mengkombinasikan perbedaan latar belakang dan pengalaman dalam  
mencapai satu tujuan dan komitmen untuk sukses.  
Adapun Misi Ombudsman Republik Indonesia  dapat dijabarkan 
sebagai berikut: 
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a. Melalui peran serta masyarakat membantu menciptakan dan/atau 
mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan 
pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.  
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b. Meningkatkan perlindungan hak-hak masyarakat agar memperoleh 
pelayanan umum, keadilan dan kesejahteraan yang lebih baik.  
c. Memprioritaskan pelayanan masyarakat dengan terus menerus 
menambah pengetahuan mengenai kebutuhan masyarakat dengan 
jalan mengadakan hubungan baik yang saling menghormati serta 
memberikan penyeleseian yang tidak memihak, menjaga rahasia 
pribadi serta cepat dan tepat. 
d. Melakukan langkah untuk menindaklanjuti keluhan atau informasi 
mengenai terjadinya penyimpangan oleh penyelenggara negara dalam 
melaksanakan tugasnya maupun dalam pelayanan umum.  
e. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, 
perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, para ahli, praktisi, 
organisasi profesi dll. 
f. Memaksimalkan nilai tambah kepada masyarakat dengan terus 
menerus mensosialisasikan adanya ombudsman republik indonesia, 
termasuk memberikan informasi bagaimana keluhan ditindaklanjuti, 
cara bagaimana dapat mengajukan keluhan serta menganjurkan 
masyarakat untuk melakukannya.  
g. Memastikan keberhasilan kerja melalui komitmen menyeluruh 
dengan standar prestasi kerja yang tinggi melalui menejemen terbuka 
dan memberikan training yang terus menerus untuk meningkatkan 
pengetahuan serta profesional tim asistensi dalam 
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menangani/menindaklanjuti keluhan-keluhan. Ini semua dilakukan 
dengan integritas dan tanggung jawab yang tinggi.  
Dalam menjalankan tugasnya Ombudsman Republik Indonesia selalu 
mendasarkan dirinya pada prinsip-prinsip pedoman dasar dan etika 
Ombudsman yang dianutnya sehingga menjati jati diri yang melekat bagi 
setiap anggotanya. Adapun pedoman dasar dan etika Ombudsman Republik 
Indonesia adalah : 
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a. Integritas  
Bersifat mandiri, tidak memihak, adil, tulus dan penuh komitmen, 
menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan budi pekerti serta melaksanakan 
kewajiban agama dengan baik. 
b. Pelayanan kepada masyarakat 
Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat dan efektif agar 
mendapat kepercayaan dari masyarakat sebagai institusi publik yang 
benar-benar membantu peningkatan penyelenggaraan kepentingan 
masyarakat sehari-hari. 
c. Saling menghargai 
Kesejajaran penghargaan dalam perlakuan, baik kepada masyarakat 
maupun antara sesama anggota/staf ombudsman. 
d. Kepemimpinan 
Menjadi teladan dan panutan dalam keadilan, persamaan hak, 
tranparansi, inovasi, dan konsistensi. Persamaan hak, memberikan 
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perlakuan yang sama dalam pelayanan kepada masyarakat dengan tidak 
membedakan umur, jenis kelamin, status perkawinan, kondisi fisik 
ataupun mental, suku, etnik, agama, bahasa maupun status sosial 
keluarga. 
e. Sosialisasi tugas ombudsman 
Menganjurkan dan membantu masyarakat memanfaatkan pelayanan 
secara optimal untuk penyeleseian persoalan. 
f. Pendidikan berkesinambungan 
Melaksanakan pelatihan serta pendidikan terus-menerus untuk 
meningkatkan ketrampilan. 
g. Kerjasama 
Melaksanakan kerja sama yang baik dengan semua pihak, memiliki 
ketegasan hargai dalam bertindak untuk mendapatkan hasil yang efektif 
dalam menangani keluhan masyarakat. 
h. Bekerja secara kelompok 
Penggabungan kemampuan serta pengalaman yang berbeda-beda dari 
anggota tim yang mempunyai tujuan yang sama serta komitmen demi 
keberhasilan ombudsman secara keseluruhan. 
i. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat 
Menyebarluaskan informasi hukum yang diterima dan diolah oleh 
Ombudsman kepada lembaga negara, lembaga non pemerintah, 
masyarakat maupun perseorangan. 
j. Profesional 
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Memiliki tingkat kemampuan intelektual yang baik dalam melaksanakan 
tugas kewajibannya sehingga kinerja dapat dipertanggung jawabkan baik 
secara hukum maupun ilmiah. 
k. Disiplin 
Memiliki loyalitas dan komitmen tinggi terhadap tugas dan kewajiban 
yang menjadi tanggung jawabnya 
Dalam Pasal 4 UU RI No. 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia dijelaskan tentang tujuan Ombudsman:
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a. Mewujudkan negara hukum yang demokratis, adil, dan sejahtera; 
b. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang efektif dan 
efesien, jujur, terbuka, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi dan 
nepotisme; 
c. Meningkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap 
warga negara dan penduduk memperoleh keadilan, rasa aman, dan 
kesejahteraanyang semakin baik; Membantu menciptakan dan 
meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-
praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, kolusi, serta nepotisme; 
d. Meningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakat, 
dan supremasi hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. 
Keberadaan Ombudsman sejak berlakunya Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 37 Tahun 2008 adalah sebagai lembaga negara bukan sebagai 
komisi negara lagi seperti sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa ombudsman 
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adalah lembaga negara yang permanen sebagaimana lembaga-lembaga negara 
yang lain. Dalam UU RI No. 37 pasal 2 Tahun 2008 tentang Ombudsman 
Republik Indonesia menyatakan: “ Ombudsman merupakan lembaga negara yang 
bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara 
dan instansi pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan 
wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya ”. 
Lembaga Negara adalah merupakan lembaga-lembaga atau organ publik 
yang menjalankan pemerintahan dan tidak berada di bawah kendali Presiden. 
Bersifat “mandiri” secara etimologis berarti menunjukkan kemampuan berdiri 
sendiri. Ini menjelaskan bahwa istilah mandiri menunjuk pada tidak adanya 
pengaruh dari luar atau bebas dari campur tangan kekuasaan lain atau 
ketidakbergantungan suatu pihak kepada pihak lain.
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Menurut Jimly Asshidiqie, bahwa independensi lembaga-lembaga negara 
sangat diperlukan untuk kepentingan menjamin pembatasan kekuasaan dan 
demokratisasi yang lebih efektif. Kemudian beliau menyebutkan lembaga-
lembaga yang sekarang ini menikmati kedudukan independen,dintaranya pada 
tingkatan pertama, yaitu Organisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI), 
Kepolisian Negara (POLRI), dan Bank Indonesia sebagai bank central. Pada 
tingkatan kedua juga muncul lembaga-lembaga khusus seperti Komisi Nasional 
dan Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Pemilihan Umum (KPU), 
Komisi Ombudsman (sekarang Ombudsman Republik Indonesia), Komisi 
Persaingan Usaha Pemberantasan Korupsi,Komisi Pemberantasan Korupsi, 
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Komisi Kebenaran dan Rekonsialisasi (KKR), dan Komisi Penyiaran Indonesia 
(KPI).
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Keberadaan Ombudsman di Indonesia memang sangat dibutuhkan 
masyarakat dewasa ini seiring dengan pertambahan penduduk dan beragamnya 
masalah yang dialami oleh masyarakat dalam mendapatkan haknya sebagai 
warga negara. Sehingga masyarakat dapat melaporkan keluhan yang dialaminya 
dengan cepat kepada lembaga yang independen dan dengan tanpa biaya yaitu 
Ombudsman. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, ombudsman berwenang : 
45
 meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis kepada pelapor, terlapor, atau 
pihak lain yang terkait mengenai laporan yang disampaikan kepada ombudsman; 
a. memeriksa keputusan, surat-menyurat, atau dokumen lain yang ada 
pada pelapor ataupun terlapor untuk mendapatkan kebenaran suatu 
laporan; 
b. meminta klarifikasi dan/atau salinan atau fotokopi dokumen yang 
diperlukan dari instansi mana pun untuk pemeriksaan laporan dari 
instansi terlapor; 
c. melakukan pemanggilan terhadap pelapor, terlapor, dan pihak lain 
yang terkait dengan laporan; 
d. menyeleseikan laporan melalui mediasi dan konsiliasi atas permintaan 
para pihak; 
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e. membuat rekomendasi mengenai penyeleseian laporan, termasuk 
rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada 
pihak yang dirugikan; 
f. demi kepentingan umum mengumumkan hasil temuan, kesimpulan, 
dan rekomendasi. 
Selain itu, dalam ayat 2 pasal 8 UU RI No.37 Tahun 2008, juga disebutkan, 
wewenang Ombudsman adalah: 
a. menyampaikan saran kepada presiden, kepala daerah, atau pimpinan 
penyelenggara negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan 
organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik; 
b. menyampaikan saran kepada dewan perwakilan rakyat dan/atau 
presiden,dewan perwakilan rakyat daeah dan/atau kepala daerah 
agar terhadap undang-undang dan peraturan perundang-undangan 
lainnya diadakan perubahan dalam rangka mencegah 
maladministrasi. 
 
3. Implementasi Kewenangan Ombudsman di Daerah 
Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia , dengan luas wilayah 
kepulauan dan jumlah penduduk yang sangat besar, rentan akan terjadinya 
maladministrasi di daerah,Dalam konteks penguatan  otonomi daerah, dimana 
hampir seluruh kewenangan publik administration dilimpahkan ke daerah, maka 
harus dimungkinkan dibentuk Ombudsman daerah yang independen. 
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Berdirinya Lembaga Ombudsman di tingkat daerah adalah salah satu dari 
bentuk Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia serta diharapkan  untuk 
mampu melakukan pengawasan terhadap birokrasi pemerintahan di tingkat 
daerah, Namun beberapa masalah yang diakibatkan terhadap perubahan tentang 
landasan ombudsman dari Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 menjadi 
UU No.37 Tahun 2008. (baca : lembaga pemerintah bestuur organ beralih 
menjadi sebuah organ negara staat organ yang dibentuk dengan produk 
legislasi). 
Adanya Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2008 tentang 
ORI menjadi awal hilangnya eksistensi Ombudsman Daerah yang telah dibentuk 
oleh Pemerintah Daerah, Pelarangan penggunaan nama „Ombudsman‟46 bagi 
lembaga lain selain ORI tidak hanya sekedar persoalan harus diganti menjadi 
nama lain selain Ombudsman namun menjadi titik awal dari tidak diakuinya 
Ombudsman daerah sebagai lembaga yang memiliki arti filosofis yang sama baik 
dari segi fungsi dan kewenangannya dengan ombudsman nasional dalam hal ini 
ORI maupun ombudsman di Negara lain.  
Disamping itu, pelarangan nama Ombudsman bagi daerah adalah tanda 
dari tidak masuknya ombudsman daerah dalam logika lembaga perbaikan 
pelayanan publik. Karena jelas bahwa UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 
Publik disebutkan bahwa complain terhadap pelayanan publik yang buruk 
menjadi kewenangan ombudsman untuk menangani. 
                                                             
46  Pasal  46 ayat (1) dan ayat (2)  UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia 
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Seperti, tidak terwadahinya eksistensi ombudsman daerah dalam UU No. 
37 Tahun 2008 tentang ORI dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik telah mendorong beberapa pihak untuk mengajukan Permohonan 
Pengujian Materiil pada Pasal 46 Ayat (1) dan (2), serta Pasal 43 Ayat (1) dan (2) 
UUNomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139) serta Pasal 46 ayat (3) dan 
(4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112) terhadap Undang-Undang 
Dasar Tahun 1945 kepada Mahkamah Konstitusi. Permohonan pengujian materiil 
ini diajukan pada bulan September 2010.
47
 Alasan Permohonan Pengujian 
(Kerugian Konstitusional) : 
Pertama, Bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI adalah 
bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) UUD 1945. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, 
menyatakan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan"; 
Kedua, Bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI adalah bertentangan 
dengan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, menyatakan, 
"Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan"; 
Ketiga, Bahwa Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU ORI adalah 
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pasal 28D ayat (1) UUD 
                                                             
47 Putusan Mahkamah Konstitusi RI dengan Nomor 62/PUU-VIII/2010. 
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1945, berbunyi "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; 
Keempat, Bahwa Pasal 1 butir 13 UU PP yang menyebutkan Ombudsman 
adalah "lembaga negara" dapat merugikan eksistensi dari lembaga-lembaga 
ombudsman yang sudah ada, karena lembaga-lembaga ombudsman yang sudah 
ada tersebut, khususnya yang ada di daerah yang dalam hal ini adalah yang 
berkaitan dengan kepentingan hukum Pemohon , bukan merupakan "lembaga  
negara"  sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 butir 13 UU PP a quo; 
Berdasarkan alasan permohonan pengujian (kerugian konstitusional) 
dalam pada tanggal 23 Agustus 2011, Mahkamah Konstitusi membacakan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-VIII/2010, dalam pendapat 
mahkamah dinyatakan beberapa pendapat terkait dengan permohonan uji materil 
UU ORI oleh para Pemohon. Diantara sebagai berikut 
48“ Keberadaan pasal 46 
ayat (1) dan ayat (2) UU ORI bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) 
UUD 1945, dengan alasan pembentukan lembaga ombudsman bukan merupakan 
kewenangan pemerintah pusat tetapi kewenangan pemerintah daerah, Mahkamah 
berpendapat bahwa UUD 1945 tidak menegaskan rincian kewenangan antara 
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. UUD 1945 hanya menegaskan 
bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.  
Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah 
                                                             
48  Pendapat Mahkamah Konstitusi RI  berdasarkan surat putusan Nomor 62/PUU-
VIII/2010  dan dibacakan pada tanggal 23 Agustus 2011. 
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pusat. Dengan demikian, menurut  Mahkamah jenis urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan pemerintah daerah sangat tergantung pada ketentuan 
Undang-Undang, yaitu kewenangan apa saja yang tetap menjadi kewenangan 
pemerintah pusat sehingga sisanya menjadi kewenangan pemerintah daerah. 
Pembentukan ombudsman oleh pemerintah pusat berdasarkan ketentuan Undang-
Undang adalah tidak bertentangan dengan konstitusi. 
Pengawasan terhadap  pelaksanaan penyelenggaraan negara di Indonesia 
sebelum terbentuknya Ombudsman, telah dilakukan oleh lembaga pengawas baik 
yang bersifat struktural maupun fungsional. Selain itu juga terdapat organisasi 
non pemerintah ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat yang ikut serta turut 
beraktifitas melakukan pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan Negara. 
keberadaan Ombudsman sebagai lembaga pengawas di Indonesia dibandingkan 
dengan lembaga pengawas yang lain  adalah dalam hal independensinya terhadap 
instansi yang diawasi dan obyek pengawasannya.sebagai contohnya yakni  : 
Pertama,Lembaga pengawasan struktural yang dilakukan oleh Inspektorat 
Jenderal yang ada di semua level lembaga/departemen jelas tidak mandiri karena 
secara organisatoris merupakan bagian dari lembaga/departemen terkait. Dalam 
menghadapi dan ataupun menindaklanjuti laporan sangat ditentukan oleh atasan. 
Pengawasannya bersifat intern artinya kewenangan yang dimiliki dalam 
melakukan pengawasan hanya mancakup urusan institusi itu sendiri. Ombudsman 
tidak demikian, Ombudsman bersifat independen karena Ombudsman bukan 
bagian dari instansi/lembaga kenegaraan atau  pemerintahan manapun yang 
diawasinya.  
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Sementara fungsi pengawasan yang efektif selalu mempersyaratkan 
independensi.Tanpa independensi antara pihak yang diawasi dengan yang 
diawasi kemungkinan besar yang terjadi justru kolusi. Dalam hal ini dapat kita 
lihat dalam pasal 2 UU RI No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia yang menyatakan:  
 “ Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan 
tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi 
pemerintahan lainnya serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas 
dari campur tangan kekuasaan lainnya ”.49 
Kedua, badan pengawas  fungsional seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) 
dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan), memang serupa 
dengan Ombudsman sebagai lembaga independen terhadap instansi yang diawasi. 
Demikian juga lembaga politik seperti DPR/DPRD, juga independen.  
Akan tetapi, objek pengawasannya yang membedakan. Objek pengawasan 
BPK/BPKP adalah aspek keuangan menyangkut seberapa jauh pembelanjaannya 
sesuai dengan rencana pembelanjaan dan penganggarannya; dan objek 
pengawasan DPR/D adalah kebijakan publik yang bersifat umum dan lebih 
bernuansa politis. Sementara sasaran pengawasan Ombudsman adalah pada 
“mutu layanan aparat yang bersifat langsung kepada warga masyarakat”.Itulah 
sebabnya, sasaran utama kerja Ombudsman adalah keluhan masyarakat terhadap 
mutu layanan publik dari aparat.   
                                                             
49  Pasal 2 UU RI No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 
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 Hal serupa juga disampaikan oleh Saudara Aswiwin 
50
 (salah satu 
Komisioner Ombudsman Perwakilan Sulsel) “Inspektorat  juga melakukan tugas 
pengawasan di tingkat daerah dan tingkat pusatMenyampaikan menteri dan 
gubernur bupati walikota di tingkat kotaBPK sebagai lembaga Auditor yang 
memang melakukan audit, jadi ketiga  lembaga ini memang beda substansinya, 
Bersifat  wajib namun tidak dapat memberikan langsung memberikan sanksi 
karena dia hanya magisture of impluence yang hanya bersifat mempengaruhi dan 
bukan sebagai magisture of secseon. 
 Selain itu, apabila dilihat dari sifat pengawasannya, Ombudsman 
merupakan lembaga pengawasan yang bersifat preventif, pengawasan yang 
ditujukan untuk mencegah terjadinya terjadinya perbuatan atau sikap tindak 
pemerintah yang melanggar hukum. 
 
B. Efektifitas peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai Lembaga 
 pengawas penyelenggaraan pelayanan publik di Provinsi Sulsel. 
 Ombudsman Republik Indonesia sesungguhnya merupakan salah satu unsur 
pengawasan dalam sistem pengawasan di Indonesia, yakni bentuk pengawasan 
lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik 
dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam 
                                                             
50  Wawancara yang dilakukan oleh penulis pada tanggal bertempat di Kantor 
Ombudsman Perwakilan Sulsel  
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menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan 
lainnya.
51
 
 Dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang disahkan pada 
tanggal 18 Juli 2009, menyatakan bahwa Ombudsman merupakan salah satu 
lembaga pengawas ekternal selain pengawasan masyarakat dan pengawasan 
DPR/DPRD yang berhak untuk melakukan pengawasan pelayanan publik. Hal ini 
termuat dalam pasal 35 ayat 3 UU  No. 25 Tahun 2009 : 
52
 “pengawasan eksternal 
penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui” 
a. pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik; 
b. pengawasan oleh ombudsmansesuai dengan peraturan    perundan-gundangan; 
Ombudsman Perwakilan Sulsel sendiri hadir dan terbentuk dalam rangka 
pengawasan terhadap tindakan maladministrasi pada Bulan Juli Tahun 2012 dan 
diharapkan mampu meningkatkan standar pelayanan publik di daerah khususnya 
Provinsi Sulawesi Selatan , Dalam hal ini Ombudsman RI Perwakilan Sulsel 
memiliki hubungan secara hirarki dengan Ombudsman RI sesuai dengan pasal 43 
ayat 2 UU Nomor 37 Tahun 2008 yang menjelaskan “Perwakilan Ombudsman 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan hierarkis dengan 
Ombudsman dan dipimpin oleh seorang kepala perwakilan ”.  
Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi selatan sendiri hadir pada bulan Juli 
tahun 2012 lalu , Kehadiran Lembaga Ombudsman khususnya di Provinsi 
Sulawesi selatan sebagai bentuk meng–Institusionalisasikan hak masyarakat 
                                                             
51 Pasal 2 UU RI No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia 
52 Pasal 35 ayat 3 UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 
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terhadap hak pelayanan publik, banyaknya kecenderungan terhadap 
maladministrasi serta membiaskan hak masyarakat terhadap pelayanan publik 
yang dilakukan oknum – oknum pemerintah maka dari itu, Penulis 
merangkumkan beberapa data terkait hasil dari Pengawasan eksternal oleh 
Ombudsman RI Perwakilan Sulsel yang diperoleh dari Kantor Ombudsman 
Perwakilan Sulsel. 
Salah satu Kinerja Ombudsman Republik Indonesia Melakukan observasi 
kepatuhan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 
Pelayanan Publik pada  November 2013, Dalam penelitian yang dilakukan di 
tingkat Pemerintah Provinsi, Ombudsman mengelompokkan 12 Satuan Kerja 
Pemerintah Daerah (SKPD) sebagai obyek observasi.
53
 Ketua Ombudsman 
Republik Indonesia Danang Girindrawardana mengatakan,“ ke-12 SKPD itu 
adalah, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas/ Badan Lingkungan, Dinas 
Ketenagakerjaan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Sosial,Dinas 
Kesehatan,Dinas Perindustrian dan Perdagangan,Dinas Perhubungan, Dinas 
Pendapatan Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, dan Perizinan 
Terpadu Satu Pintu.” 
Dalam observasi tersebut Dinas Pendidikan menempati zona merah terkait  
dengan  pelayanan publik dengan tingkat persentase sebesar 92,3 persen. Zona 
merah berarti tingkat pelayanan publiknya buruk. Peringkat kedua SKPD 
Provinsi yang tingkat kepatuhan pelayanan publiknya rendah ditempati oleh 
Dinas Sosial dengan persentase 91,7 persen, kemudian Dinas PU/ Cipta Karya 75 
                                                             
53  Sulawesi selatan pelayanan publik paling buruk,diakses pada tanggal 14 Juni 2015 
melalui (http://lampost.co/berita/sulawesi-selatan-pelayanan-publiknya-paling-buruk) 
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persen,dan Dinas Kesehatan 72,7 persen. Sementara SKPD yang mendapat 
persentase terendah adalah Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan 6,3 persen. 
Observasi sendiri dilakukan di 22 perwakilan Ombudsman di 22 
Pemerintah Provinsi. Ke-22 Provinsi tersebut adalah Aceh, Sumatera Utara, 
Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, 
Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan 
Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, 
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. 
Tercatat pelayanan publik paling buruk adalah Sulawesi Selatan dengan 
90,9% ketidakpuasan. Kedua Papua 88,9 persen, diikuti Kalimantan Selatan 83,3 
persen, dan Kepulauan Riau 81,8 persen.
54
Sementara itu Provinsi yang tidak 
berada di zona merah Jawa timur, berada di zona hijau (tingkat kepatuhan tinggi) 
dengan persentase 75,0 persen.
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Pendirian Lembaga Ombudsman di tingkat daerah diharapkan  untuk 
melakukan pengawasan terhadap birokrasi pemerintahan di tingkat daerah,seperti  
di Provinsi Sulsel,dengan didirikannya Ombudsman Republik Indoneia 
Perwakilan Sulsel yang dibentuk diharapkan mampu memberikan solusi bagi 
perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Sulsel . sebagai lembaga 
publik yang dapat memberikan akses dan kontrol masyarakat dalam partisipasi 
pengawasan kinerja pelayanan publik dan atau dapat memperjuangkan aspirasi 
                                                             
54 ini catatan ombudsman ri soal kondisi pelayanan publik di daerah diakses pada 5 Juni 
2015melalui  (http://jaringnews.com/politik-peristiwa/umum/52772/ini-catatan-ombudsman-ri-
soal-kondisi-pelayanan-publik-di- daerah) 
55 ini provinsi dengan pelayanan terburuk diakses pada tanggal 15 Juni 2015 melalui  
(http://acehselatan.com/ini-provinsi-dengan -pelayanan-terburuk/ ) 
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masyarakat yang berkaitan dengan persoalan masyarakat dengan pemerintahan 
daerah. 
Kepala Lembaga Ombudsman Perwakilan Sulsel , Subhan menyatakan, 
hasil penelitian berdasarkan survei terhadap masyarakat, dan penelitian terhadap 
17 Sektor Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pemkot, dan 14 SKPD 
pemprov. Dia merinci, 10 SKPD pemkot yang masuk dalam zona merah, dan 11 
SKPD berasal dari pemprov.SKPD di lingkup Pemprov Sulsel yang mendapatkan 
rapor merah, masing-masing Dinas Bina Marga, Dinkes, Dishub, Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD), BLHD, Dinas Tenaga Kerja 
(Disnaker), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Perkebunan, Disdik, 
Dinsos, dan Rumah Sakit Umum (RSU) Labuang Baji.
56
 
Tim Ahli Ombudsman Perwakilan Sulsel, Zainuddin memaparkan, 
beberapa poin penting terhadap subtansi kajian menetapkan SKPD tersebut 
masuk dalam zona merah. Antara lain, maraknya pungutan liar, minimnya 
transparansi petunjuk dasar hukum terhadap standar pelayanan publik, dan tidak 
bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).Tidak hanya itu, instansi 
pemerintah itu juga dinilai tidak memiliki informasi standar biaya, minim fasilitas 
pelayanan, kurang petugas keamanan, kurangnya atribut, dan Id card 
Petugas.Kemudian, kurangnya penyediaan area parkir di beberapa instansi, 
buruknya kualitas petugas di lapangan, buruknya etika atau perilaku petugas 
                                                             
56 zona ,merah pelayanan pemprov sulsel pemkot Makassar diakses pada 15 Juni 2015 
melalui (http://daerah.sindonews.com/read/814396/25/zona-merah-pelayanan-pemprov-sulsel-
pemkot-makassar-1386411654) 
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dalam melayani, dan tidak adanya fasilitas kelompok rentan, atau akses kalangan 
disabilitas dalam pelayanan administrasi perkantoran . 
Selain itu, minimnya petugas khusus untuk penyandang disabilitas, 
buruknya pengelolaan sarana pengaduan, dan kurangnya tindak lanjut 
pengelolaan pengaduan juga menjadi catatan tersendiri.“Jika dipresentasikan, 58 
persen unit pelayanan publik dari pemkot berada dalam zona merah. Sementara 
78 persen lainnya dari Pemprov Sul-sel . Ini adalah gambaran ketidakpuasan 
masyarakat terhadap pelayanan publik. 
Efektifitas kinerja Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun 
waktu 2012- 2014 masih belum efektif. Berdasarkan data yang kami peroleh, 
penanganan kasus maladministrasi oleh ombudsman di Sulawesi Selatan dapat 
digambarkan sebagai berikut: 
 
 
Penanganan Masalah ke Ombudsman 
Juli – Desember 2012 
 
No Status Penanganan Masalah Jumlah 
1 Jumlah masalah 38 
2 Selesai 30 
3 Sedang dalam proses 8 
4 Pelimpahan ke ORI 0 
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Januari – Desember 2013 
 
No Status Penanganan Masalah Jumlah 
1 Jumlah masalah 253 
2 Selesai 123 
3 Sedang dalam proses 130 
4 Pelimpahan ke ORI 0 
Januari – Juni 2014 
 
No Status PenangananMasalah Jumlah 
1 Jumlah masalah 118 
2 Selesai 45 
3 Sedang dalam proses 72 
4 Pelimpahan ke ORI 1 
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Penyelesaian  laporan yang diajukan ke Ombudsman pada hakikatnya 
dibagi menjadi 3 jenis, yakni : Selesai, Sedang dalam Proses dan Pelimpahan ke 
ORI. Jumlah Laporan setiap tahun terbilang naik secara signifikan. Hal ini dapat 
dilihat bahwa sejak Juli 2012 hingga Juni 2014 , jumlah laporan yang diterima 
oleh ombudsman sebanyak 409  laporan dan yang berhasil diselesaikan hanya 
198 kasus atau sekitar 48,41 %  dari keseluruhan kasus yang dilaporkan ke 
Ombudsman.  
Secara statistik, penanganan  kasus oleh Ombudsman masih belum 
maksimal hal ini dikarenakan beberapa kasus masih dalam  proses bahkan 
dilimpahkan ke Ombudsman pusat. Kasus yang hingga saat ini masih dalam 
proses penyelesaian berjumlah  210  kasus dan yang dilimpahkan ke Ombudsman 
pusat berjumlah 1 kasus.  Masih  banyaknya kasus yang belum diselesaikan 
mengindikasikan kurang optimalnya Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan 
dalam  melaksanakan pengawasan di Sulawesi Selatan. 
 
Tindak Lanjut Laporan 
Juli – Desember 2012 
 
No
. 
Tindak Lanjut Laporan Jumlah 
1 Klarifikasi 29 
2 Investigasi 17 
3 Mediasi 7 
4 Monitoring 1 
Jumlah 54 
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Hal tersebut juga dibenarkan oleh Saudari Maria Ulfa 
57
 ( salah satu 
Komisioner Ombudsman Perwakilan Sulsel ) dalam wwancara yang dilakukan 
oleh penulis,” Dalam PO ( Peraturan Ombudsman tentang Kantor  Perwakilan 
Ombudsman RI disebut kan 5 orang, jelas tidak efektif dalam kerja-kerja 
ombudsman se Sul-sel. 1 kepala perwakilan 5 asisten yang menangani laporan 
pengaduan selebihnya 1 orang bidang keuangan,1 orang bidang administrasi 
umum,1 orang sekuriti dan 1 orang pramusaji. 
Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh , proses tindak lanjut laporan 
yang diajukan ke  Ombudsman Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2012 
hingga 2014 dapat digambarkan sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
57Wawancara yang dilakukan  dikantor perwakilan Ombudsman Sulsel 
Januari - Juni 2014 
 
No Tindak  Lanjut Jumlah 
1 Klarifikasi 51 
2 Investigasi 29 
3 Mediasi 3 
4 Monitoring 0 
              Jumlah 83 
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Tindak lanjut pelaporan maladministrasi di Ombudsman Propinsi 
Sulawesi Selatan pada hakikatnya diselesaikan melalui 4 jenis, yakni :Klarifikasi, 
Investigasi, Mediasidan Monitoring. Tindak lanjut pelaporan merupakan tahapan 
atau proses penanganan masalah di Ombudsman. Proses penanganan masalah 
pertama diselesaikan dengan melakukan klarifikasi atau konfirmasi kebenaran 
laporan yang diajukan. Setelah itu, Ombudsman bisa melakukan investigasi atau 
pemeriksaan atas laporan tersebut. Dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan 
yang diterimanya, Ombudsman dapat memanggil Terlapor dan saksi untuk 
dimintai keterangannya. ApabilaTerlapor dan saksi telah dipanggil tiga kali 
berturut-turut tidak memenuhi panggilan dengan  alasan  yang  sah, Ombudsman 
dapat meminta bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk 
menghadirkan yang bersangkutan secara paksa (subpoena power). Apabila 
terdapat cukup bukti, maka Ombudsman melakukan mediasi antar para pihak, 
dan terakhir melakukan pengawasan atau monitoring terhadap kasus tersebut. 
Proses  klarifikasi  yang  dilakukan Ombudsman atas laporan yang 
diajukan sejak Juli 2012 hingga Juni 2014 sebanyak 182 kasus. Jumlah kasus 
 
 
Januari - Desember 2013 
 
No Tindak Lanjut Jumlah 
1 Klarifikasi 102 
2 Investigasi 114 
3 Mediasi 11 
4 Monitoring 1 
            Jumlah 228 
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yang berlanjut hingga tahap  Investigasi  sebanyak 160 kasus, dan yang dilakukan 
mediasi sebanyak 21 kasus serta pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap 2 
kasus. 
Laporan yang diajukan ke Ombudsman Propinsi Sulawesi Selatan 
terdapat beragam  jenis terkait substansi maladministrasi yang dilaporkan. 
Berdasarkan data yang diperoleh, Jenis-Jenis laporan yang diajukan ke 
Ombudsman Propinsi Sulawesi Selatan dari Tahun 2012 hingga 2014 terdiri atas: 
Jenis Substansi Maladministrasi 
Januari - Desember 2012 
   
No Jenis Maladministrasi Jumlah Laporan 
1 Penundaan Berlarut 5 
2 Penyalugunaan Wewenang 10 
3 Tidak memberikan pelayanan 1 
4 Penyimpangan Prosedur 8 
5 Permitaan Uang, barang dan jasa 5 
6 Diskriminasi 2 
7 Tidak Kompeten 4 
8 Berpihak 1 
9 Tidak Patut 2 
10 Konflik Kepentingan  
             Jumlah 38 
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Januari - Desember 2013 
   
No Jenis Maladministrasi Jumlah Laporan 
1 Penundaan Berlarut 51 
2 Penyalahgunaan Wewenang 20 
3 Tidak memberikan pelayanan 17 
4 Penyimpangan Prosedur 25 
5 Permitaan Uang, barang dan jasa 81 
6 Diskriminasi 12 
7 Tidak Kompeten 9 
8 Berpihak 5 
9 Tidak Patut 9 
10 Konflik Kepentingan 24 
            Jumlah 253 
 
Januari - Juni 2014 
   
No Jenis Maladministrasi Jumlah Laporan 
1 Penundaan Berlarut 21 
2 Penyalugunaan Wewenang 23 
3 Tidak memberikan pelayanan 18 
4 Penyimpangan Prosedur 13 
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5 Permitaan Uang, barang dan jasa 9 
6 Diskriminasi 7 
7 Tidak Kompeten 5 
8 Berpihak 1 
9 TidakPatut 8 
10 Konflik Kepentingan 13 
           Jumlah 118 
 
Maladministrasi adalah  perilaku atau perbuatan melawan hukum, 
melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang 
menjadi tujuan wewenang  tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian 
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan  pelayanan publik yang dilakukan oleh 
Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil 
dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan. 
Secara sintaksis substansi Pasal 1 butir 3 UU No. 37 Tahun 2008 tentang 
Ombudsman RI yang memberikan defines tentang Maladministrasi dapat diurai 
sebagai berikut: “ Maladministrasi adalah: 
1. Perilaku dan perbuatan melawan hukum, 
2. Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang, 
3. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan 
wewenang itu 
4. Kelalaian, 
5. Pengabaian kewajiban hukum, 
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6. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 
7. Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, 
8. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial, 
9. Bagi masyarakat dan orang perseorangan 
Pelanggaran maladminstrasi yang paling banyak dilaporkan ke 
Ombudsman Propinsi Sulawesi Selatan sejak 2012 hingga 2014 adalah terkait 
Permintaan Uang, Barang dan Jasa sebanyak 95 kasus, Penundaan berlarut 
sebanyak 77 kasusdan Penyalahgunaan Wewenang sebanyak 53 kasus. 
Adapun instansi  atau satuan  kerja yang dilaporkan ke Ombudsman 
Propinsi Sulawesi Selatan sejak tahun 2012 hingga 2014  terkait pelanggaran 
maladministrasi dapat dilihat dari data berikut: 
Jumlah Laporan dan Instansi yang Dilaporkan 
Juli-Desember 2012 
No Nama Instansi Jumlah Laporan 
1 Pemerintah Daerah 21 
2 Kepolisian 3 
3 BPN 3 
4 Lembaga Pengadilan 1 
5 Kementerian 2 
6 Perguruan Tinggi Negeri 3 
7 Perbankan 2 
8 BUMN/BUMD 2 
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9 Lain-lain 1 
10 DPRD  
11 Komisi Negara  
12 Kejaksaan  
13 TNI  
14 Lembaga Pemerintahan Non Departemen  
15 BPK  
 Jumlah 38 
 
Januari-Desember 2013 
No Nama Instansi Jumlah Laporan 
1 Pemerintah Daerah 157 
2 Kepolisian 34 
3 BPN 18 
4 Lembaga Pengadilan 8 
5 Kementerian 7 
6 Perguruan Tinggi Negeri 3 
7 Perbankan 8 
8 BUMN/BUMD 5 
9 Lain-lain 6 
10 DPRD 1 
11 Komisi Negara 3 
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12 Kejaksaan 1 
13 TNI 1 
14 Lembaga Pemerintahan Non Departemen 1 
15 BPK 0 
 Jumlah 253 
 
Januari-Juni 2014 
No Nama Instansi Jumlah Laporan 
1 Pemerintah Daerah 55 
2 Kepolisian 9 
3 Lembaga Pengadilan 6 
4 BPN 5 
5 Kementerian 2 
6 BUMN/BUMD 5 
7 Kejaksaan 2 
8 Lembaga Pemerintah Non Kementerian 7 
9 TNI 8 
10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 2 
11 Komisi Negara 0 
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12 Perbankan 10 
13 DPR/DPRD 0 
14 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 0 
15 Mahkamah Agung (MA) 0 
16 Lain - lain 7 
 Jumlah 55 
 
Satuan  Kerja atau Instansi Pemerintah yang paling banyak dilaporkan 
terkait pelanggaran maladministrasi di Sulawesi Selatan sejak tahun 2012 hingga 
2014 adalah Pemerintah Daerah sebanyak 157 kasus, Kepolisian sebanyak 34 
kasus dan BPN sebanyak 17 kasus.  
 Keluhan yang diajukan kepada ombudsman sifatnya rahasia dan 
penyelidikan nyadilakukan secara diam-diam. Dalam melakukan 
penyelidikannya, pihak ombudsman tidak boleh memungut biaya dengan alasan 
apa pun. Ombudsman tidak berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap 
keluhan mengenai kebijakan pemerintah atau isi undang-undang karena 
penetapan kebijakan merupakan wewenang pemerintah sedangkan penyusunan 
dan perubahan undang-undang merupakan wewenang DPR. Ombudsman juga 
tidak berwenang melakukan penyelidikan terhadap kejahatan  yang  telah diatur   
 dalam Kitab   Undang-Undang   Hukum Pidana. 
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Ombudsman yang bergerak di bidang sektor publik mempunyai yurisdiksi 
yang luas dalam organisasi pemerintahan. Bahkan ada yang lebih luas lagi 
kebidang peradilan, kepolisiandan militer.Beberapa Negara juga menciptakan 
ombudsman yang hanya berkaitan dengan aspek khusus pemerintahan, seperti 
:akses terhadap informasi, lembaga pemasyarakatan, kepolisian, angkatan 
bersenjata dan perilaku etika dari pejabat. 
Berdasarkan uraian di atas menggambarkan bahwa kinerja Ombudsman 
Republik Indonesia belum memenuhi tuntutan pelayanan publik, hal ini 
disebabkan karena beberapa aspek berikut: 
a. Kurangnya Koordinasi Instansi di daerah dengan Ombudsman terkait 
penyelesaian kasus maladministrasi 
b. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia yang kurang memadai 
c. Tidak adanya mekanisme law enforcement untuk melaksanakan secara 
represif hasil rekomendasi karena mengingat kewenangan Ombudsman 
Republik Indonesia yang hanya sampai pada tahap memberikan 
rekomendasi dan tidak memberikan akibat hukum paksa bagi lembaga 
terkait untuk melaksanakan rekomendasi tersebut. 
Pendirian Lembaga Ombudsman di daerah mempunyai kepentingan untuk 
melakukan pengawasan terhadap birokrasi pemerintahan di tingkat 
daerah.Kehadiran Lembaga Ombudsman Daerah di Sulawesi Selatan  diharapkan 
mampu memberikan solusi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan di 
Sulawesi Selatan. KehadiranLembaga Ombudsman Daerah dirancang sebagai 
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lembaga publik yang dapat memberikan akses dan kontrol masyarakat dalam 
partisipasi pengawasan kinerja pelayanan publikdan atau dapat memperjuangkan 
aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan persoalan masyarakat dengan 
pemerintahan daerah. 
1.  Gagasan Perubahan Alur Penegakan Hukum 
Ombudsman hadir dimasa transisi pendewasaan demokrasi yang masih 
terkesan labil, yang mana pada masa itu masyarakat Indonesia sedang mengalami 
euforia politik akibat lengsernya rezim otoritarian yang telah berkuasa selama 32 
tahun. Trauma sejarah tersebut menyebabkan banyaknya tuntutan pembuatan 
komisi – komisi yang bertujuan menjaga atau menliai ethic accountability 
penyelenggara 
Negara 
58
.  
Namun seiring berjalannya waktu dan kondisi pemerintahan yang mulai 
stabil, eksistensi komisi-komisi tersebut mulai menuai banyak pertanyaan dan 
kritik mengenai fungsi, peran dan wewenang yang dirasa tumpang tindih satu 
sama lain bahkan tak jarang terdapat kerancuan wewenang dengan organ 
induknya, tak terkecuali dengan ombudsman. Lembaga negara dengan pokok 
kerja berbentuk pengawasan penyelenggaraan publik ini, menuai banyak sekali 
kritikan dan gagasan untuk dibubarkan, Namun tidak serta merta secara over 
confident tesis tersebut di tanggapi dengan melahirkan gagasan pembubaran, 
alangkah lebih arif dan bijaksana jika terlebih dahulu ditelaah secara holistic, 
apakah fungsi dan peranan Ombudsman ini telah atau dapat sepenuhnya diambil 
                                                             
58Agus Widjayanto Nugroho, Tanpa tahun, Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa 
Yogyakarta Dalam mewujudkan Good Governance, Makalah,tidak diterbitkan, hal. 9 
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alih oleh lembaga yang sudah ada. Jika iya, tentunya lebih baik dibubarkan saja. 
Tapi jika tidak, jika apa yang dilakukan oleh Ombudsman memang unik dan 
perlu bagi kemaslahatan. masyarakat luas, maka ceritanya pun menjadi beda.
59
 
Untuk menjawab pertanyan di atas, perlu kita lihat satu persatu: Pertama, 
beda Ombudsman dengan perangkat pengawasan struktural yang dilakukan oleh 
inspektorat yang ada di semua instansi/badan/lembaga adalah pada 
independensinya. Perangkat inspektorat, di mana pun dan pada level apa pun, 
adalah bagian integral dari badan/instansi yang diawasi. Termasuk kategori ini 
BAWASDA (Badan Pengawasan Daerah) di tingkat Pemerintahan Daerah I/II. 
Lagipula, yang diawasi oleh Inspektorat hanya menyangkut urusan 
disiplin internal institusi yang bersangkutan. Ombudsman tidak instansi yang 
diawasi. Demikian pula lembaga politik DPR/DPRD, juga independen. Akan 
tetapi, objek pengawasannya lah yang membedakannya. Obyek pengawasan 
BPK/BPKP adalah aspek keuangan menyangkut seberapa jauh pembelanjaannya 
sesuai dengan rencana pembelanjaan dan penganggarannya; dan obyek 
pengawasan DPR/D adalah kebijakan publik yang bersifat umum dan tentu saja 
ada nuansa politisnya. Sementara sasaran pengawsan Ombudsman pada mutu 
layanan aparat yang bersifat langsung kepada warga masyarakat. Itulah sebabnya, 
sasaran utama kerja Ombudsman adalah keluhan masyarakat terhadap mutu 
layanan publik dari aparat.  
Mencermati pasal 6 UU No.37 tahun 2008, yang berbunyi “ombudsman 
berfungsi mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan 
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Ghaffar, diakses tanggal 31 Maret 2016. 
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oleh penyelenggara negara dan pemerintah ” jika di tinjau melalui khazanah 
penegakan hukum administrasi, pengawasan dan sanksi merupakan instrument 
penegak hukum administrasi, pengawasan merupakan langkah preventif untuk 
melaksanakan kepatuhan.60 Secara objective case ada dua macam bentuk 
pengawasan yakni pengawasan dari segi hukum (rechmatigheid) dan pengawasan 
dari segi kemanfaatn (doelmatigheid). Berdasrakan pada UU no.37 tahun 2008 
pasal 3 dan 4, dapat dikatakan bahwasanya kedua hal tersebut merupakan objek 
pengawasan ombudsman baik secara hukum maupun segi kemanfaatan.  
Hakikatnya, pengawasan ini diupayakan dalam rangka memberikan 
perlindungan hukum bagi rakyat, pengawasan segi hukum dan segi kemanfaatan 
terhadap tindakan pemerintah dalam hukm administrasi negara adalah dalam 
rangka memberikan perlindungan bagi rakyat, yang terdiri dari upaya 
administratif dan peradilan administrasi.
61
 
Sebagaimana disebutkan, bahwa sarana penegakan hukum itu, di samping 
pengawasan adalah sanksi. Sanksi merupakan bagian penting dari setiap 
peraturan, bahkan J.B.J.M Ten Berge menyebutkan bahwa sanksi merupakan inti 
dari penegakan hukum administrasi. Namun pada dasarnya penerapan sanksi 
dalam hukum administrasi tanpa perantaraan hakim, akan tetapi dalam beberapa 
hal ada pula sanksi administrasi yang harus melalui proses peradilan, 
sebagaimana yang ungkapkan J.J.Oosternbrink, tidak hanya sanksi yang 
diterapkan oleh pemerintah sendiri, tetapi juga sanksi yang dibebankan oleh 
hakim administrasi atau instansi banding administrasi.  
                                                             
60Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hal.311. 
61Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hal.313. 
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Ombudsman, sebagai lembaga negara yang berfungsi mengawasi 
penyelenggaraan pelayanan publik, ruang lingkupnya berada pada hukum public 
(hukum administrasi negara).
62
Jadi dalam hal penegakannya pun tidak hanya 
berkisar pada sanksi administratif saja tapi juga sanksi yang dihasilkan melalui 
proses peradilan. 
Dewasa ini, ujung tombak perjuangan ombudsman hanyalah pada batas 
rekomendasi belaka, sesuai bunyi pasal 35 huruf b. Meskipun secara hirarkis 
eksistensi ombudsman telah dijamin oleh Undang- Undang Nomor 37 Tahun 
2008, namun jika ditelaah secara kritis, sebenarnya Undang-Undang tersebut 
saling serang antara pasal satu dengan pasal yang lain, sehingga Undang-Undang 
tersebut terkesan tidak akomodatif dan responsive, sebagai contohnya yakni pasal 
2 dan pasal 38 ayat 4. Kemudian dalam hal alur penegakan hukumnya, dalam 38 
ayat 4 disebutkan ; “dalam hal Terlapor dan atasan Terlapor tidak melaksanakan 
Rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian Rekomendasi dengan alasan 
yang tidak dapat diterima oleh Ombudsman, Ombudsman dapat 
mempublikasikan atasan Terlapor yang tidak melaksanakan Rekomendasi dan 
menyampaikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden” (pasal 
38 ayat 4).  
Alur seperti ini jika dilihat dari efektifitas penegakan hukumnya, tentu 
merupakan alur dengan capaian yang mengambang (abstrak) dan sulit untuk 
mencapai kepastian dan kemanfaatan hukum, serta mengelabui prinsip good 
governance. padahal sebagaimana telah disebutkan diatas, pengawasan adalah 
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Total Media,Hal 85 
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salah satu instrument penegakan hukum administrasi, maka dari itu perlu adanya 
eksperimentasi atau restrukturisasi terhadap alur penegakan hukum tentang 
perbuatan maladministrasi yang dimiliki ombudsman dewasa ini.  
Singkatnya, efektifitas peran dan fungsi ombudsman akan lebih terjamin 
dan nyata jika ombudsman diberikan wewenang menggugat pada peradilan 
administrasi yang secara niscaya memang kewenangan lembaga peradilan 
administrasi untuk menangani apa yang menjadi objek kerja ombudsman, hal 
tersebut bukanlah suatu gagasan frontal yang penuh emosional, bahkan wajar 
karena ruang lingkup ombudsman berada pada ruang lingkup hukum publik. 
Melihat pasal 2 UU no.37 tahun 2008 yang berbunyi ; “Ombudsman merupakan 
lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik 
dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan 
lainnya”, jika kita bandingkan dengan bunyi pasal 38 ayat 4, secara substansial 
independensi ombudsman sebenarnya direduksi oleh pasal 38 ayat 4 ini, karena 
dalam hal pelaksanaan rekomendasi yang tidak di laksanakan atau dilaksanakan 
sebagian oleh atasan terlapor, ombudsman menyampaikan laporan kepada 
presiden dan DPR terkait hal tersebut, artinya indepensi ombudsman semakna 
dengan independensi semu yang masih bersifat subject to DPR dan Presiden.  
Menurut hemat penulis, kejantanan ombudsman dalam hal independensi 
seperti yang tertera dalam pasal 2 harusnya dilanjutkan melalui jalur persidangan 
administrasi dalam hal rekomendasi yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan 
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sebagian oleh atasan terlapor, sehingga makna negara hukum yang diamanatkan 
konstitusi tercapai sempurna tanpa dicampuri political interest 
 
2. Restrukturisasi Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia 
Lembaga negara yang dalam konsepsinya dikategorikan ada yang 
dibentuk berdasarkan atau karena diberi kekuasaan oleh UUD yang kemudian 
disebut sebagi organ lapis pertama, ada pula yang dibentuk dan mendapatkan 
kekuasaannya dari UU, dalam hal ini disebut sebagai organ lapis kedua. Dan 
bahkan ada pula yang hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden yang 
selanjutnya disebut sebagai organ lapis ketiga. Ombudsman yang awalnya 
dibentuk berdasarkan Keppres yang dalam hal ini sebagai organ lapis ketiga 
dalam hirarkinya kelembagaan negara dan memilki peran yang kurang begitu. 
Selanjutnya adalah terkait posisi organ lapis kedua disebut sebagai 
lembaga negara saja, dimana dalam lapis ini ada lembaga yang sumber 
kewenangannya dari UUD, ada pula sumber kewenangannya dari Undang-
Undang dan sumber kewenangannya yang bersumber dari regulator atau 
pembentuk peraturan dibawah Undang-Undang. Perubahan posisi tersebut 
memberikan kosekuensi pada posisi ombudsman yang semakin kuat dan 
memberikan bargaining power terhadap fungsi, tugas dan wewenang.  
Dalam hal rekomendasi yangdiberikan kepada atasan terlapor atas dugaan 
maladministrasi maka penyelenggara negara yang bersangkutan mempunyai 
kewajiban untuk melaksanakan rekomendasi tersebut sebagaiman bunyi pasal 38 
ayat 1, terlapor dan atasan terlapor wajib melaksanakan rekomendasi 
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ombudsman. Akan tetapi dalam UU No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 
Republik Indonesia tidak diatur mengenai sanksi yang diberikan kepada 
penyelenggara negara dan pemerintah yang tidak melaksanakan rekomendasi dari 
Ombudsman. dalam BAB X pasal 44 hanya disebutkan “setiap orang dapat 
dikenakan sanksi pidana apabila menghalangi ombudsman dalam melakukan 
pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 28”.  
Sehingga perlu kiranya dalam UU tersebut diatur mengenai sanksi. 
Mengutip tanggapan philipus M.Hadjon bahwasanya sanksi merupakan jaminan 
akan tegaknya suatu norma, sanksi juga merupakan inti dari penegakan hukum 
administrasi.  
Dari kesadaran tersebut, karena ombudsman merupakan organisasi 
independen seharusnya untuk menjaga independensianya tersebut ombudsman 
langsung berhubungan dengan peradilan administrasi dalam hal telah tercapainya 
rekomendasi dari ombudsman, sehingga sanksi yang lahir adalah sanksi yang 
dikeluar dari lembaga peradilan yang tentunya memiliki unsur keadilan, kepastian 
dan kemanfaatan. Disinilah etik suatu good governance tercapainya secara adil. 
 
 
 
 
 
 
 
79 
 
BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan penjabaran secara eksploratif dan kompherensif sebelumnya, 
penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 
1. Berdirinya Lembaga Ombudsman di tingkat daerah adalah salah satu dari 
bentuk Kedudukan Hukum Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia serta 
diharapkan untuk mampu melakukan pengawasan terhadap birokrasi 
pemerintahan di tingkat daerah,  
2. Adanya Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 37 Tahun 2008 tentang 
ORI menjadi awal hilangnya eksistensi Ombudsman Daerah yang telah dibentuk 
oleh Pemerintah Daerah, Pelarangan penggunaan nama „Ombudsman‟ bagi 
lembaga lain selain ORI tidak hanya sekedar persoalan harus diganti menjadi 
nama lainselain Ombudsman namun menjadi titik awal dari tidak diakuinya 
Ombudsman daerah sebagai lembaga yang memiliki arti filosofis yang sama baik 
dari segi fungsi dan kewenangannya dengan ombudsman nasional dalam hal ini 
ORI maupun ombudsman di Negara lain. 
3. Adanya Perbedaan secara substansial terkait beberapa lembaga 
pengawasan sebelumnya seperti Inspektorat Jenderal dan BPK (Badan Pemeriksa 
Keuangan) serta BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan)Lembaga 
pengawasan struktural yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal yang ada di 
semua level lembaga/departemen jelas tidak mandiri karena secara organisatoris 
merupakan bagian dari lembaga/departemen terkait. Dalam menghadapi dan 
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ataupun menindaklanjuti laporan sangat ditentukan oleh atasan. Pengawasannya 
bersifat intern artinya kewenangan yang dimiliki dalam melakukan pengawasan 
hanya mancakup urusan institusi itu sendiri. Ombudsman tidak demikian, 
Ombudsman bersifat independen karena Ombudsman bukan bagian dari 
instansi/lembaga kenegaraan atau  pemerintahan manapun yang diawasinya. 
Sementara fungsi pengawasan yang efektif selalumempersyaratkan independensi. 
Tanpa independensi antara pihak yang diawasi dengan yang diawasi 
kemungkinan besar yang terjadi justru kolusi. Dalam hal ini dapat kita lihat 
dalam pasal 2 UU RI No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik 
Indonesia Sedangkan, Badan Pengawas fungsional seperti BPK (Badan 
Pemeriksa Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan), memang serupa dengan Ombudsman sebagai lembaga 
independen terhadap instansi yang diawasi. Demikian juga lembaga politik 
seperti DPR/DPRD, juga independen. Akan tetapi, objek pengawasannya yang 
membedakan. Objek pengawasan BPK/BPKP adalah aspek keuangan 
menyangkut seberapa jauh pembelanjaannya sesuai dengan rencana 
pembelanjaan dan penganggarannya; dan objek pengawasan DPR/D adalah 
kebijakan publik yang bersifat umum dan lebih bernuansa politis. Sementara 
sasaran pengawasan Ombudsman adalah pada “mutu layanan aparat yang bersifat 
langsung kepada warga masyarakat”.Itulah sebabnya, sasaran utama kerja 
Ombudsman adalah keluhan masyarakat terhadap mutu layanan publik dari 
aparat.   
 
81 
 
B.  Saran 
Berbasis pada hasil penelitian yang telah membuktikan masih tidak 
efektifnya Lembaga Ombudsman sebagai Pengawas pelayanan publik di Provinsi 
Sulawesi selatan,maka dari itu penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai 
berikut : 
1. Dewasa ini, ujung tombak perjuangan ombudsman hanyalah pada batas 
rekomendasi belaka,sesuai bunyi pasal 35 huruf b,meskipun secara hierarkis 
eksistensi ombudsman telah dijamin oleh Undang - Undang Nomor 37 Tahun 
2008,namun jika ditelaah secara kritis sebenarnya Undang- Undang tersebut 
saling serang antara pasal satu dengan pasal yang lain,sehingga Undang - Undang 
terkesan tidak akomodatif dan responsif, sebagai contohnya yakni pasal 2 dan 
pasal 38 ayat 4. kemudian dalam hal alur penegakan hukumnya, dalam 38 ayat 4 
disebutkan : “dalam hal terlapor dan atasan terlapor tidak melaksanakan 
rekomendasi atau hanya melaksanakan sebagian rekomendasi dengan alasan yang 
tidak dapat diterima oleh ombudsman,ombudsman dapat mempublikasikan atasan 
terlapor yang tidak melaksanakan rekomendasi dan menyampaikan laporan 
kepada DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ) dan Presiden (pasal 38 ayat 4), Alur 
seperti ini jika dilihat dari efektifitas penegakan hukumnya tentu merupakan alur 
dengan capaian yang mengambang( abstrak) dan sulit untuk mencapai kepastian 
dan kemanfaatan hukum serta mengelebui prinsip good governance,seharusnya 
pengawasan adalah salah satu instrumen penegakan hukum administrasi maka 
dari itu perlu adanya eksperimentasi atau restrukturisasi terhadap alur penegakan 
hukum tentang perbuatan maladministrasi yang dimiliki ombudsman saat ini. 
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2. Juga bentuk keseriusan dalam melakukan pengawasan terhadap tindak 
maladministrasi dapat dilihat dari jumlah komisioner tiap tiap kantor perwakilan 
di daerah, dalam PO (Peraturan Ombudsman) tentang kantor Perwakilan 
disebutkan 5 orang, Hal tersebut jelas tidak efektif dalam kinerja Lembaga 
Ombudsman se sulsel.Maka perlu kiranya ada perubahan dalam PO tersebut 
khususnya terhadap jumlah sumber daya manusia di tiap-tiap kantor perwakilan 
daerah  
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